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lolau dosen penguji, serta Ibu Lilielk Kamilah, S.He.
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dotkan agar sayn dapat menyelesailkan Polajercn sampai doe

ngen solesainya pemmlisan shripsi int.
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Alhirul kate mudah-mudahan Alleh swt, berlencn
melimpahlzen aruniza~-Nyo serta imbalan yeng sepadan atas
segela amnl yang beilr yang teleh diberikan Lepade diri

sayo dalam menyelesailon sloripsi ind.

Surdbaya, 25 Juli 1987

Heni Agusting
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BAR I
PENDABULUAN

b

1. Latar Belakang Permasalaban dan Runusamya

Berdasarksm pasal 1 Undeng-undang Nomor 1/1974 (Un-
Aang-umdang tentang perkawinan) yang disebut perkawinam ada-
lab dkatan labhir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sehagni suvami istri dengan tujumn mémbentuk keluar-

.
ga’(rumnh tangea) yang babagia dan kekal herdasarkan Ketuhan-
an Yang Mabaesa. Pengertinn perkawinan yang tercantum dalan
pasal 1 Undang-undang No. 1/1974 tersebut di atas adalah bu-
kan hanya sckedar merupakan suatu perjanjian, tetapil merupé—

kan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wa-

nita berdasarkan Ketubsanan Yang Mahrnesa.

Selanjutnya dalan penjelasan pasal 1 Undang-vndang No.

1/1974 aikatakan habwa wntuk mencoapai tujusan perkawinam suand

Radd

strl perlu saling membantu dan melengkapi ager masing-wpasing
dapat nengembangkan kepribadiamnys supaya terwujud kesejahte-

raan spiritual maupun material

Mabrud Yuwaose berpendepat babhwa 3
Tujusn perkawinan ialah uenuwr' perintabh All=k wntolk
nerycriluh Tupruanan yang sah dalan masyarasat, dcuhan
mendirikan romab tangga dengan damal dan kasib sayang
gserta cinta neﬂcmnt.” Anfﬁrﬂ kedus suand igtri, bHila

perkawinan tidak lagi dapat mendirikan rumal tangga
denpﬁn danal dan berchlh sayang eexta cinta mencintal
mtara kedua belabh pihak, maks bhal itu telah terjinub

;...J
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. . . 1
dari tujusn perkawinmm yang schenarmyas

Tujusn perkawinan yang dikenmukalsn olelr Mahwmud
Yuus di atas kirmmya herdasar atas Firman ALLah swtb,

dnlam AL Qur'mn surah Arrum ayat 2L yang artinys

Dan dimmtara tanda-tanda kekuasannnya ialah Dia
nenciptakan wntvkmnu istri-istri dari™ jenis=mu sen-
diri, supaya kanu cenderung dsm merasa tentran
kepadanya dan ddijadikan diantaramu rasa kasih dan

L

snyang. Sesungoubnya pada yanp dendkian itw benar-
henar terdapat tanda-tmda bagl kanu yang berfi-
kir.

Dari gambaran nmaksud dam tujuan perkawinan ter-
gebut Adi atas, maka terlibat betaps lvbur d=n nulismyn
tujuan dari pads perkawingm, Namum dalsm perjalanom
kebidupan, keluarga tidak jarang nengalami kehidupmn
yang pnsang,sgrut bﬂhkgn nenjalani masa surut yang de-
mikian tajam sehinggr pegcekco@knn tidak dapat didn;
maiknn.m?ercekcokknn tersebut onlahb sn@u disehabkan
karens susmil melskakon poligsmi tenpe sepenpetabhusn

istri.

Polipgami ity sendiril sudsh ada pengaturnmnyan
dalan bukum Iglam, Undang-—wndang Wo, 31/1974, yo PP

No. 9/1975 dan dalam PP Wo. 1.0/198%,

—— - >

e

Mahnud Yunus, Hokum Perkawinm dalam Islanm,
cet., 1¥, Hidakaryn,Agung, JAKAT G, LOGL, . 2.

2 X .

Departemen Agnma Republilk Indonesin, Al OQur'an
dsn Terjemabannyn, cet, VI, Jamwmu, Jdakarta, T985,
De &44.
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Menurut Hukum Islam poligami dibatasi paling ba-

nyak enmpat orang., Hal ini discbut dalam AL Qur'an svrat

IV (3) :"... maka kawinilah wanita-wanita (Lain) yang
X

Tamn gsenangi dua, tipga atau empat... .’

Pembolehan kawin lebhih dari satu orang ini adalab meru-

Dakan suatu perkecuﬂlian.4 Di samping itu diperbolebkan-
nya ini diberilkan dengan pembatasan-pembatasan yang be-

rat, berupa syarat-synarat den tujuan yang nendesal. Asnsg

perkawinan dalam Islam itu sendiri adalah monognmi. Ke-
tentuan ini terdapat dalam AL gur'san svrat IV ayat 3 :

Kalau kamu tidak akan adil di antara istri-istri kanu

itu seyogysanyalah kanu mengawini sceorang perempuan saja,
yang demikian itu adalah lebib dekat kepada tidak berbu-
at aninya.S Maksud anjuran Tuban beristri satu saja ada-
lab untuk menghindarkan seorang berbuat sewenang-wenang

dan membuat orang lain sengsara/menderita, apabila orang

beristri lehih dari satu.

Walaupun seorang laki-laki diperbolebkan mengn-

wini wanita lebih dari seorang tetapi kalau tidak dapat

3Depnrtemen Agama Republik Indonesia, op.cit.,

he 115,

QSoamiynti, Hulrum Perkawinan Islam dnn Undang-
undrnyr Ferkawinan, cel. L, LIiNGrTy; JLoayaiartay 193¢,
De (D

D o v o BoawiainT Tl T syt md o -
Departenegn dgama Bepobhlik Indonenis, loc.cit.

]
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imemenuhi syarat-aynrat yang ditentuwlkan mebhailnya kawin

dengan satu wanitna sajsa. Perkawinan lebibh dari satu di-
anggap sebagai suatu perkecunlimﬁ.

Asas monogani tersebut Ju A terdapat pada Indang-
undang Perkawinan kita yaitu Mndang-uwdang Nomor 1L/1974.
Hal ini ditegaskam dalan pasal 3 ayat 1, yang berbunyi :
Pada asasnya seorsng pria hanya holeh mempunyai seorang
suamil., Asas monogsni tersebut ftidaklah bersifat mutlal,
tetapi hanya bersifat pengnraban kepada pembentukan per—
kawinan mnonoganmid dengan jJalan nempersenpit dan mempersuy-
1it pengpgonamn lembaga poligand dqn bukan menghapusloan
sama sekali sistim poligani., Dari pernyatamsn tersebut di
atas dapatlah dipandang bashwa pada dssammya asas- perka=
winan yang ada pada Hukum Islan dan UU No. 1/1974 adalah
gama, yaitu wmonogami dengan jalan mempersulit dmm nen-
persempit pengrunaan lembaga poligani dan bukan nengha-

.

puskan sistim poligani, A

Hampir bersamasn dengan prinsip tersebut, per-—

aturan pemerintah No. 10 tabum 1983 juga mengsnut prin-

sip mempersulit terjadinys ﬁo""pﬂmi. Narmun pr 19ip yang
terdapat pada peraturan ini ditujukan kbhusue umtuk pegas-

wai negeri =ipll gaja.

Menurut Penjelnrsan Unm dard PP 10/1.98% diwstmw
ey babwa @

P gawnl negerl gipll adalab unsur Apsratur
c' Negara don Abdi Moasyarakat yong harus men
te.!,?1'111 yang haik bagl masyarakat dalam ‘cl:z*"‘m 1A~
ku, tindak:m dan ketastan kepada peratursn perundsang~
undsmgan yang berlaku.
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Ut

Untuk dapat melaksanalkan kewajiban yang demikian itu
maka kehidupan Pegawal Negeri Sipil harus ditunjang
oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga se~
tiap Pegawal Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas -
nya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah
dalam keluarga. 6

Selanjutnya dalam pasal 4 dari peraturan peme -
rintah Nonor 10 Tahun 1983 dikatakan.

(1) pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih
dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu
dari pejabat,

(2) pPegawai Negeri Sipil Wanita tidak di izinkan men-
jadi istri kedua/ketiga/keempat dari Pegawal Ne -
geri Sipil.

(3) Pegawal Negeri Sipil Wanita yang akan menjadi is~
tri kedua/ketiga/keempat dari bukan pegawai Negeri
Sipil wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pe-
jebat. ;

(4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.

(5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) harus dicantumkan alasan yany le
lengkap, yang didasari permintaan izin untuk ber=-
istri lebih dari seorang, atau untuk menjadi is-
tri kedua/ketiga/keempat, 7

Dalam hukum Islam ketentuan seperti tercantum pada
padal 4 ayat 1 tersebut di.atas tidaklab kita temizi,
Apabila seseorang telah mémenuhi syarat-syarat tertentu

untuk bterpoligami waka orang tersebut dapat langsung me-

lakukan poligami, tanpa harus minta izin terlebih dzhulu

dari pejabat atasananya.

5 Aneka Ilmu, Peraturan Pemerintah womor iU Ta -
hun 1983, ceto. 1, Semarang, 198k, h. 15, Lk,

? Tvide,be 3 .
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Dengpu demilicen, bagl pescwai Nogeri zinil yang
beragamne Islam, jilka aken molalmkan poligemi, pede diri-
nye aken terjadi perncsalahaon deldm pemalaioan hulwum.
Disgtu pihalk bhultum Islem nenbolebizan poligoni toanpa ho-
rug ninte izin terlobih dehulu dari pejebat atasaimysn,
dilein pihalr karene dia berstatus sobtgei lpegawai Wemri
cipil, make dia wojib tundulz don n':ématuhi pasal ‘4 For-
aturcn Peomerintoh Nomor 10 Tehun 1983,

Schubungan dengan later beleltng permastlghean ter-
cobut mele sayae ingin menoril suatu pokzolr bahtzan, bagoi-
moane jike bemar<bener e jobat atasan dari pegewai negeri
sipil itu tidak memberilan izinnya? apakah had ini tidawn
ckan menimbullan dempealr negatif yeitu adenys hidup bersa-
ma tanpe ilaten perlowinan yang salb, dilelangan pesuwai
negeri £ipil? Dan bagaimanokeh izin dari pejobat ctoson
tersebut Lila ditinjecu dari hulam Islon?

Hel«hal inilah yang moerupalen persoanlen yang culud
menaril Lozl sayc untulr mombahas dan 1':191\:3&1*0.11-:&113)\\,.'&, doen
saye berherap mudah-rudehan tulisan ini bermanfeet Lagi

seyc untul: mengembanghon ilme lebih lonjut.

Sebelun sampaei padae penbahasen lebib lanjut dart
L]
morinteh Nomoe 10 Tahun 1963 Ditinjaou derd HMwmua Teiom ma-

T ke geyn plren menjeolas@an terlebib dchulu arti den maksud-
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dari judvl tersebut, sehingga akan terjadi kesamann
penafsiran dan pengertisn dari judvl itu, yaitu denpgan

- 'Y

cara nengernukakan definisi tiap kata dari judul skrip- -

1=t

S

Poligani Dberasal dari bahasa Yunani yaitu polys
yang berarti hanyak dam ganein atau gamos artinya ka-
win sehinggna arti istilab polygami adalabh perkawinan

1

lebih dari seorang.

Xata menurut nerpahyﬂ1 artd sesuai dengnn, se—

laras dengan.

Peraturan Penmerintab Nomoir 10 tabun 1983 mengan-
duwng arti sebapni berikut : Kata peratursn berasal dari
kata dasar atur yang nempunyai arti susun bail-baik.

Peraturan berarti aturan yang dibuat oleb yang

berkunsa untuk nengatur sesuatu.9

Sedangkan kata penmerintab mempunyai arti kekuasaan me-

merintab svatu negara atau badan yang tertinggi yang

. 10
nenerintah suatu negara,

7Hunaidi Tatangpangarga, Hakekat Polygﬁml Dalam
Islam, Usaha Nasional, Surabaya, h. 1LZ.

8W.J.S.,Poerwadarminta, Kanus Unum Bahsaaa Indo-
regin, cet. V, Balai Pusiaks, Jakarta, 1976, h, 437,

9Ih1d., h. 65.
101pia., h. 740,
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8

Menurut Runyi pasal 5 ayét 2 Undang-Undang Dasar
3545 bahwa peraturan pemerintah yéitu peraturén yang di-
tetapkan Presiden untuk menjalankén Undang-Undang.
Dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden, mempunyai no-
mor iO dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April
1983 ( diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1983 nomor 13 ) yang mengatur izin perkawinan dan
perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Kata ditinjau berasal dari kata dasar tikjsuiyang-
mempunyzi rawalan di, yang'berarti dilihat, dititik, 11

Sedangkan kata dari merupakan kata perangkai untwsk
menyatakan asal. 12

Poerwadarminta mengartikan hukum Islam adalah per-
aturan~peraturan dan ketentuan-ketentuan‘yang mengenai ke-

hidupan berdasar kitab Qur'an. 13

3. Alasan Pemilihan Judul.
A

Sebagaimana kita ketahui, poligamj; sudah ada penga

turannya dalamlfukum Islam UU Ho. 1/1974 Yo. PP 9 / 1975

M yvid,,h. 1078,

12 1vid, ,h. 229 .

13 rbide,h. 364 .
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0

an delam PP Nowior 10 tahun 1983,

¥otign peungeturcn tersebut, pade dasgruys berprin-
sip soma yeitu memperzulit penggunaan lembaga polisani
buken nenghapushken sama solali sistim poligami,

Narun Peraturan Pemerintah Nemor 10 tahun 1982, di-
berlalavzan khugus honye untul pegaweil Negeri Sipil zajea.

Pada salch satu paselnye yeitu pacal L (1) derd
pveraturan tersebut dilketelan bahwe, pegewel negeri o pil.
pric yang akan beristri lebih dari scorang, wajib nemper-
oeleh izin lebih dehulu dari pejabat. Xctentuan terscbut

delem Hwoum Islam tidelleh lcite termi.

Bagi seorzﬁ ng pegawai negeri sinil yang beragana
Izlenm, pede diriwye clian timbul permasalehan delan mase-
.lah poligami. Pada catu pihelr gda Tecadaran untul: nemalai
huloum Islam, pede pihal lain pegowel megori sipil tersobut
wajib mentacti Peraturan Pemerintah Nowmor 10 tahun 1983
torsobut Terens stetusnys scbagni pegewail negeri cipil
yang beil. '

Dan bagaimcnaleh eleistensi izin pojebet atacan
tersebut bile ditinjau dari sudut hufmum Islan.

. Dengan nonme“he.tﬂ an due cloasan A1 gtes, meln saya
melihat adamyas vorbedzan antare dus sistim bhufoun. Itulzh
yong mendorong sayc untul membthas peoligami memmrut Por-
cturen Pemerintgh Nomor 10 tchun 1983 bile dii injau dari

hulcum Telam,
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4.7 ujuan Penulisan

Dua tujuan yang ingin saya capai dalam penulisen
skripsi ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan umum yaitu untuk memenuhil tugas dan ﬁeleng—
kani persyaratan.guna memneroleh gelar Sarjans Hukum,

Tujuan khusus yaitu untuk memverdalam ilmu penge-
tahuan yang telch saya terima dari Fakultas Hukum Univer-
sitas Airlangga, dengan membahas secara khusus masalah

pedbk sznean Peraturan Pemerintah Nor®r 10 tahun 1,u51kbu-
susnya mengenal masalah poligami.

Dari dua tujuan tersebut di atas, saya bherusaha
untuk mengetengahkan permasalahan-permasalahan yang tim-
bul berkenan dengan diteranpkan Peraturan Pemerintah Nomor
10 tahun 1983% bagi pegawail nege.il sipil khuzus yang bera-

gama Islam. Hal ini bherarti menambah perbendaharasn se-

Gikit 1ilmu pengetahuan yanyg bera:cal dari' sembzhasan yang

ada dala:x skripsi ini,

5. Metodologi

Dalam penyusunan skripsi ini sayz mempersunan me-

&

todolexld comoaratif analitis y

-

14

l‘n

u dengszn memusrikad gam-

ren~pantaran,penjelasan-penjelasan ten t’z‘nt‘ voligaml,perua«~

ngadilan Agsma Surabaya, serta perbandingan-pe bandingsn se-
cara yuridis yaitu Peraturan Pemerintzh Nomor 10 Tahua 1483

uibandingkan dengan Undan_-undang feldeLnfn darn hukum Islam
baru kemudizn diasnalisis,
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Pendekatan masalah.

Pendekatan masalah merupckan tahap awel dari pembahasan
skripsi ini. Pendekatannya adalzh secars yuridis sosio-
logks, yaidu didasarkan pada peraturan hukum yang ada dan

prakteknya atau kenyataannya yang ade dalanm rasyarakat.

-Sumber data,

tata yang diperoleh dalam skripsi ini adalah berassal
dari kevustakaan yang dibubungkan dengan kenyataan-ke-
-
nyatgan yang ada dalem masyarakat, yaltu dengan melihatb
‘praktek:ya +1 pengadilan., Jadi datanya beratal deri ke-
pustakaan maupun lapangan.
Prosedur pengucpulan dan pengolahan dsta,
Data dikumpuliuan uvengen jalan gemba.a tuku-~-buku yan. ada

kaitannya dengan pembahasas asalah ini dan wavwanca:.a

"

dengan b berspa o-ang/instansi yang mémiliki arslp-arsid yang
berhubungan dengan judul gkipsi. Setelah data terkumpul baru

kemudian diolah,

Anelis’s data.

Tahap daril pembanasan sk. p#i odnl edalah dengsn mengsdshian
analieis dzta yaitu dengan ihomparasi yuridis.

Dengan analieis data uimskeudkan untuk mehgétabui terma-
salshan-permasalahan yang ada setelah diundanghkannys Pe-

raturen Pemerintal Monor 10 Tahun 198 Jika dika 1tk an  sngan

Undang~-undangPerkawinsn dan nukum Tslaz, kenu .ian dicarilkan

nemecahsanya.

‘U

ertanggungjawaven Sistomatika

———

Skipeil ‘ni saya susun dengan wongsunaken sistowa.ika

. . % . N . 2
gegagalinana yan: tersebut di bawan LTl

Skripsi
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‘Pada awal--sekali. say. akan membdahas secara uﬁum ana '«
saja yang men}adi permasalahan yang ada demgan marumuskannya
secara umum, Hal ini saya lakukan sevab tahan awal adalab
tahap p.ngenalan secara umu.: dan menyeluruh dari izt nokok
pembahasan =elanjutnya, dalam tahap inl szaya juga mengemuk.-
kan dan memberi penjelasan tentang judul skripsi ,alasan =
alasan saya memilih judul tersebut,tujuan yang ingin saya
.capal dengan membahas masalah dalam skripsi ini,metode pe
-n&iisan yang saya gunakan dan yang terakhir adalah memper
tanggung jawabkan sistimatika pembahasan,Pembahasan ini
saya letakkan pada Bab I.

Dalam Tab II saya akan menjelaskan pengertian'umum
tentang perkawinan dan tujuannya,baik menurut hukum Islam
maupun Undang-undang Nomor 1. Tahun 1974 .Kemudian saya ba
has pula syarat dan sahnya perkawinan baik menurut hukum
Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebelum me
masukl pembahasan secara terperinci dan ﬁermasalahan yang
saya kemukakan,

Rerikutnya untuk membahas beberapa pefmasalahan yang
berkaitan dengan poligami,gkan saya uraikan dalam bad III
dimana titik berat pembahasannya adalah mengenai poligami 4i.
tinjau da.  .Jukum Islam maupun Peraturan PemerintahNomor 10
Tahun 1683%. Kemudian saya‘béhas pula mengenai perbedaan po-~
ligamiyang ada dalam hukur Islam dan Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983,

cetelah membshas poligaml menurut PeraturanPemerintah

’ Mi LK.
PERbe!AKAAN
“UNIVERSITAS AIRLANGGA”
SURABAYA
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Nomor 10 Tahun 1983 pada bab III, maka pada bab IV, saya

akan membahas kasus poligami pegawal negeri sipil di S:ra-
baya . Dalam pembahasan ini saya meninjaunya dari segi hu-
kum ‘Islam, Undang-undang Perkawinan dan déri Peraturan Pe-

merintah ¥omor 10 Tahun 1983,

Pada akhir pembahasan, sayva akan membuat kesiwmpulan
kesimpulan dan saran-saran. Hal ini saya maksudken uniuk
memoerikan informasi baik kepada yang berwenang menerbitlkan
veraturan tersebut maupun kepada masyarskat, banhva pad:
dasarnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tshun 198% i :u

berasnfaat ataukah tidzk, Kesimpulan dan ssran ini sa

5o
Y &

letakkan pada Bab Penutup yaitu pada Eab V

'\ v e
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BAB II

PENGERTIAN PERKAWINAN DAN TUJUANNYA

1_. Pengertion perkewingn den tujuennys memurut Undang-

Undang Norior 1 Tahun 1974 den hulcum Iglam

a. Pengertion perkawinon dan tujuamye menurut Undang-

Undeng Nomor 1 Tahun 197l.

Masalgh perkawinan bulkénlzh sekedar mesclzh priba-
dil dari merel:: yang ckan melangsungkan perkewinan itu sa-
ja, akan tetepi ia adeleh morupakan salch satu mastleh
reagamann yang oret sekeali hubungarmye dengen kerokhanian

geseorang.

Sebegnl cuntu masclah keagariaon hanpir setio) cgo-
ma di dunia it mempuiysail peraturan sendiri tentang per-
Iawingn, sehingga pads prinsipuya digtur dan hwarus tundulk

pa Tetontuan~ketentuan agane yeng dicimt oleh merel:w
¥y

yang nelangsunglan perlkawingn tersebut.

Di soriping suatu perbuatcn kecgamaan, koerens por-
Iawinan ind adalah jugs menyanglzut hubungan antar meim-
gia, nmeka perkawinen inipun dapet jﬁ.g& dienggep sebnrgoai
suatu perbuctan hulmn,

Doleonm mepgetur maseleh perlawinen sgebagai suatu
perbucten hulkum ini, umat memsic melelui pengucsanys da-
lam suatu iketon eregaracn monetephken peraturan hwlmunm
perkawinen sesuai dengan %ebutuhen mere.?m..

14
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Dengan demikian perbuatan agama dan perbuatan hukum
mempunyai peranan gang sangat penting sekali,

Dalam pengaturan ini, sudah barang tentu agama
mempunyai peranan yang sangat menonjol, yeng dalem ke -
nyataannya, dimanapun juga pengaruh agama yang paling
dominan terha dap peraturan-peraturan hukum adalgh di
bidang hukum perkawinan, |

Perkawina n menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 didasarkan pada ajaran agama dan tidak membenar
kan adanya perkawiman yang menyimpang dari pada ajaran
agama.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut meru -
muskan pengertian perkawinan sebagai suatu ikaten larnir
batin antara seseorang pria dengen seorang wanitz se -
bagali suami istri dengan tujuan membentuk keluarga {ru-
mah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Isa.-

Pengertiaﬁ perkavwinan yang tercantum péda kalimat
tersebut Al atas bukan hanya sekedar merupakan suztu per-
janjian tetapi merupskan ikatan lzhir batin antarz se -
orang pria dengan seorang wanita berdasar pada ketuhanan
Yang Maha Esa.

Dengan idikatan lahir batin diméksudkan baﬁwa da~-
lam perkawinan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir
atau ikatan batin saja tetapi harus kedua-duannya.

K.Wantjik Saleh merumuskan suatu ikatan lahir
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adalah ikatan ysng dapat dilibat.

Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukun antara
seorang pria dengan seorang wanita untule hidup bersama,
sebagai suand istri dengan kata laih disebut "hubungan
formilv, -4

Sehalilknya svatu ikatan batin adalah merupalan
hubungan yang tidak formil, suatu ilkatan yang tidak da-
pat dilibhat. Walau tidalk nyata, tetapi ikatan itu harus
ada, Karena tempa adanya ikatan batin, ikatan labir
mnenjadi rmpuh.15 ‘

Dalam tarap permulanan untule mengadakan perkawinen
ikatan batin ini diawall oleh adanya kemauan, yang sung-
gub-sungouh vntuk hidup bersamsa. Dan bidup bersama itu
tercermin dari adanyn kerukunan di antara susmi istri

itu. .

Terjalimnys ikatan labir dan ikatan batin ind
nerupakan fondasi dalam wmenbentuk dan membins kelvargs
yang bmbagia dan kekal.

Pagal 1 Undang-undang Nonmor 1 tabun 1974 4i sanm-

ping dapat ditafsirkan pengertian perkawinan, juga dapat

] .
“4K. Want jik Salebh; Hukum Perkawinan Indonesia,
cet. VI, Ghalia Indone~in, TAKATIA, 108U, De L4

15 1pia.
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disimpulkan bahwa yang di maksud dengan tujuan perkawinan
adalah membentuk kelurga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal.

Perkgwinan yang bertujuan untuk membentuk keluare
ga yang bahagia dan kekal dapatlah diartikan bahwa per-
kawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak
boleh diputuskaﬁ begitu saja.

Pemutusan karéna sebab-sebab lain dari kematian
diberikan suafu pembatasan yang ketat sehingga suatu pe~
mutusan yang berbentuk percersian hidup akan merupakan
jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh’
lagi.

Selanjutnya pada penjelasan umum dari pada Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa tujuan perkawie
nan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal,

Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan
melengkapli agar masing-mssing dapat menéembangkan kepgiw~
badiannya membantu dan menwapai kesejahteraan spiritual
dan materiil,

Dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 da-
pat diambil kesimpulan bahwa pembentuk Undang-Undang kita
sengaja memasukkan unsur-unsur yang sangat luhur dan suci
pada arti dan tujuan perkawinan, sehingga pasal térsebut
merupakan hal yang sangat penting bagi warga Indonesia
yang akan melangsungkan perkawinana.. |

D1 sini diharapkan dalam perkawinan itu akan ter -
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cipta suatu keluvarga yang babagla dan sejabbera babkan di-

harnpkan perkawinan itu bisa kekal denpan dilandsasi oleh

Skripsi

ajaran-ajaran yang dianutnya.

Dengan demikian menurut hemat saya habwa arti per-
kawinan menurut pasal 1 Undang-wdang Nomor 1 Undang-tun=—
dang ¥ahun 1974 adalab ikatsan labir batin antara seorang
pria dengan wanita sebagal suani istri.

Ikatan Lahir hatin ini sekaligus barus ada kedun-—
dumnya, tidak hanya cukup ikatan labir atan ikatan batin
saja.

Ikatan labir batin tersebut harus dilandasi
Ketuhanan Yang Mahaesa sesuai dengan asas pertama dari

Pancasila,

Selanrjutnya tujusn perknwinhn yeng tercantum pada
pasal 1 Undaang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah membentuk
keluarga yang babagia dan kekal, Setelnb mengetabul arti
dan tujuan perkawinan menurut Undangwundﬁng Nomor 1 tahun
1974, selanjutnya saya akan menbahas arti dm tujuan per—
kawinan menurut Hukum Islanm,

Dalam pembahasan terschut, saya akan nengutin penw
dapat beherapn cendikiawan Islsam yang menmberiitan rumusan
arti d=sn tujunn perkawinam yeang berbeda~bheds pendapatnya
sesual dengan pandangannys ._izpu BRI

Di mana para cendikiavan Islom tersebmt uninm Q-

ruomasla arti dan tujusn periawinan, tertitilk tolak pads
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AL Qur'an dan Hadiths Nabi,
be Pengertian dan tujuan perkawinan nenvrut Hukum Islan.
Ditinjau dari sudut sejarah perkembangan umat
manusia, naka dﬁpatlah disimpulkan hahwa perkawinan
Aadalab pertalimn yang sah sntara seseorang lelaki dengan
seormmg perempuan yang sab bidup bersama (bersetubub)
dan yang tujusmmya mnembentule keluarga dan melanjutkan
keturuman, serta mencegabh perzinahn dsn ﬁenjaga keten-
tranan batin.ls
Padn pengertiaon perkawinmm teraehut, dijumpsi 3
unaur penting ynifu, munsur hukur, unsur sesial dan une-

17

sur agAna.

Dilibat dari wisur hwktum, perkawinan adalab ne-
rupakan suatu perjanjian. Hal ini didasarkan pada‘Firman
Allab swt. -|

Bagaimana kamu akan nenganbilnya kembali, pada bhal
sehagian kamu telah bercampur dengmn yang lain, sebagai
suani istri dan mereka (istri-istrimu) telabh mengamnbil
dari kamnu janji yang kuat (AL Qur'an; An Nissa: 21).18
Seperti yang dikemukan Ahdullab Siddik terbadap

unsur sosinl dapat dikenukalian salash satu faednb yang

L6 pauliab Siddik, Hukum Perkawinan Islam, cet. II
Tinta Mas, Jakarta, 1983, h. 25,

7

Ibigd.

1 . .
“SSOGmLyntl, op.cit., b 10,
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terbesaf dari perkawinan di antarsnya ialab menjagn dan
memelihara perempuan yang sifatnys lemah itu dari pada
kebinsaan seperti menjadi cundilk atau pelnrcur.

Dalam hokum Islam kita jumpai hahwa syariat mnen-

berikan kepada si perempuan svatu ke dudulksn sosinl yang

tinggi sesudah perkawinan, Bukanksh seorang perenpuan
apabila 1ia sudabh kawin nasibnyn terjamin larens nafkabnys
adalah tanggungan suaninya. ,

Faedah yang lain ialab memelibara kerukunsm kebhi-
dupan rumab tangga dan turunan karens kalau tidalk dengan
perkawinan tentulah rumabh tamgga dan turunnn’tidﬂk berke-
tentuan. dan tidak adsmya stahilitaz kebidupsn keluarga,

Seterusnya perkawinan juga dipandsng sehagai ke-
maslahatan masyarakat, karena kalau tidak ada perkawinan,
nAanusia akan menurutkom sifat kebinatangannya yang akibat-
nya akan menimbullran perselisiban, permusuhnn amtara gse-
sama manusis, Peraturan Islam yang mengdjinkan suatu po-
ligami yang bersysrat dan diawasi, anjuran-mmjuran perka-
winan, gerummya itu demi wntul kemaslahatan masyarakat,

Mengenai unsur agamn ialah pembentulan mnﬁusiﬁ i~
sila, karena perkawinan adalab satu asas yang utama dalanm
pergaulan, atau mnasyarakat yamg sempurna menjagn laki-la-
ki dmn perempusn dori perbustan-perbuntan yang dikatuk
oleh agama. Bersabda Rosulullah :

Hai penuda-~pemuda, barang siapa ysng mampu Al antara
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kamu serta berkeinginan hendal kawin, hendaklah din
kawin. Karena sesunggubnya perkawinan itu akan meme-
jarnkan matanya terbhadap orsng yang tidak halal dili-
hatnya dan akan menelibarakannya dari godann syah-
wat.>9

Perkawinan yang disebut ai anlam Islam sehagai ni-
kah adalah sebagai salah satu asag hidup yang utama dalam
magyarakat beradab dan senpurna, karena I=lam berpendapat
bahwa perkawinan bukan saja satu jalan yang amst mulin
wrtuk nmengatur kehidupan rumaﬁ tangoa dan turunan, tetapl
Juga sebagal satu jalan menuju pintu perkenalan mntarsa
satu kaum dengan kaum yang lain,

Pertalian perkawinan adalah pertalisn yang setegub-
tegubn&n mtara suani istri dan turunan, adalah pertalisn
yang erat dalam hidup dsan kebidupan mamusia,

Betapn tidak, karenn perkawinan dibaymmglkmm di da-
lam AL Qur'an sebagal perpaduan dari dus jiwa yang pada
hakekatnya merupakan kesatuan sebagal suatu perpnduan yang
suci dan kehiasaan susila yang bermutu tinggdl dalsan menpem-
bangbiakltan manugia, sebagai mana yang dinyatakan Touban 4l
surat An Wissa ayat 1L : "Hal sekalirn ranuesia hertakwalab
kepada Tubanmu yang telah mnenciptakan. kamu dari menciptalkan
istrinya (Hawa). Dan dari pada keduanya Allab memperkembang-

. . s 20
biakkan laki-laki dan perempuan yang banyal.

Yapaulian Sidaik, op.cit., h. 26.

201hid., h. 27.
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Dari uraian di atas, nampak adanya-nilai-nilai
yang luhur dari tujuan dan arti perkawinan itu sendiri
baik bagi para pihak yang aksen melangsingkan perkawinan
bagi keluarga, masyarakat maupun terhadap Allgh swt.

Demikian luhurnya akan tujuan dan arti perkgwinan
itu waka para cendikiawan Islam, masiﬁg—masing memiliki
pendapat yang berbeda satu dengan yang lain, meskipun ti-
dak mengubah hakikat itu sendiri.

Para cendikiawan Islam yang merumuskan tentang tu-
juan dan arti perkagwinan tersebut, diantara.inya adalah Ab-
dullah Siddik dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan
Islam, mengatakan bahwa, arti perkawinan yang dalam Hukum
Islam dinamakan Nikah adalah;

| Suztu perjanjian suci bagi tiap-tiap orang iclam yang
harus dilakukannya; ia merupakan pertalisn yang sete-
guh-teguhnya dalam hidup dari kehidupan manusia, bukan
saja antara suami istri dan turunan bahkan antara dua
keluarga ; 1a menjaga ketentraman jiwa dan mencegah
perzinaan. (21)

Rumusan tersebut &i,tas, menurut hemat saya mé -
ngandung unsur agama,,hukum maupun sosial.

Dalam kaitannya dengan unsur agama, nampak dari ka-

limat . ia menjaga ketentraman Jjiwa dan menjaga perzinaan.

Dimak sudkan, dengan ada nya suatu perkawinan itu

tiap-tiap orang islam senantiasa aksn bisa menjaga keten-

2l 1pid. h. 28.
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traman batin maupun untuk nencegab ndmmya suatu perzinaan.

Kita ketabhui bahwa zinah itu merupakan suatu per-
buatan cemar yang diakudl keburuksmnya oleh dunia agamna dan
kemanusiamn., Bermacam-macan ikbtiar dan daya upaya orang
dijalankan wntuk mgnghapuskan'perzinnhan itu dari nmuka bu-
ni supaya jamgan dilakulan oleb manusin,,

Adanya unsur hukum, terdapat pada kalimat nikah
adalah svatu per;janjian suci.

Adanya unsur hukunm, karens pada runusan tersebut
terdapat kalimat yang berbunyi bahwa nikah adalah merupa-
kan svAatu perjanjian suci. | |

Perjmmjian di sini, adalab untuk nembentuk keluar—
ga smtara seorang lelaki déngnn seorang wanits,

Selanjutnya dalam kaitannya dengsn unsur sesial,
terlihat dari kalimat, ia merupsken pertalisn yang sete-
pub-tesubnya dalam hidup dan kebidupan manusia, bukan ga-

s

ja antara suvami istri dan turunan babkan antars dua kelu-

arga.

Diharapkan dalamn svatu perkawinam itv di samping
para pibhak yang terjalin Juga antara dua keluarga dari
pibak susmi mavpun dari pibak si'istri.

Terjalimmyn antara dua keluarga inilab yang meru-

pakan wsur sosial,
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas saya berke-

simpulan babhwa arti perkawinan yang dimaksudkan oleh
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4bdullab Siddilk adélah perjanjjian suci yang dibaruskan
olgh tiap-tinp orang Islan,

Selanjutnya tujuan perkawinan menurut belisu ada-
1abh wntuk menjagn ketentraman jiwa dan mencegsbh adnnyna

perzinahan,

Cendikiawan Islam lain, yang juga mengupas arti
dan tujuan perkawinam adalab Mabmud Yinus. Belisu ber-
pendapat, takrif perkawinan adalab sebagni berikut :

1. Perkawinan ialah agad sntars calon laki-istri un-

tuk rnemenubi bajad jenisnya menurut yang diatur
oleh syariat.

2. Yang dimaksud dengan agad ialab ijab dari pihak
wali perempuan ataun wakilnya dan kabul dari pi-
bak calon suami atan wakilnya,

Selanjutnys tentang tujusan perkawinan bslinu mne-
nyatakan : Tujuan perkawinam ialab menurut perintnb Allab

-

untuk memperoleb turinan yang sah dalam masyarakat, de-
ngan nendirikan rumab tangga yang danai dan teratur.23

Dijelaskan oleh beliau hahwa perkawinan yang dalan
babhasa arab disebut nikah itu ialab agad antara cnloﬁ
laki-istri wtuk membolebkan keduanya bergrul sebagal
guani istri. | |

Tentang tujuan perkawinan tersebut beliav memberi-

kan penjelasan ¢ Perkawinan yang tidak dapat mendirilkan

runtah tangga dengan damnal dan herkasib gayang serta cin-

22, . . -
““WMabmud Yvnus, op.cit., h. 21.
23

Ebid.
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ta-mencintal antara laki istri maka terjavh dari perka-
24 '

winan yang sebenarnya.,

Pendapat Mabmud Yunus tersebut, dapat asaya simpul-
kan istilah perkawinan oleh belinu disebut dengan nikabh,
yang artinya sama dengan agad. Sgdangkan agad inalah ijab
dari pibak wali calon istri dan kabul dsri pibhak calon
suand. Tujusan agad tersebut adninh nenurut perintah Allab
unfuk menperoleh turuman yang sah,

Selain dari pada penﬂﬂpnt-pendﬂﬁﬂt tersebut, ada
pendapat yang dikenukakan oleh cendelinwsn Islam H. MD.
Ali Albamidy dalam bukunya yang berjodul Islam dan Perka-—

winan nenyatakan bhabwa

Nikah itu salab satu dari pads keperluan jasmani yang
telabh dindakan oleh Tuhan ¥Yana Maha Bijaksgann vntuk
mnenjaga keadaan bangsa monusia, sebab kalsau nikah ituo
tidak dijadikan keperluan jasmani tentolah tidak akan
diingini oleh seseorang karena menanggung heban hidup
pernikaban itu berat, tidak dilkerjaksn oleh seseorang
nelainkan getelnh ada padanya hajat yang sangat kepa-
da nikah.?

Selanjutnya dikatalan habwa tujuwm nikab dalam
Islam itv ada tiga, sebagaimana diterangkan oleh Tuhen di
dalam Al Qur'an surab Ar Rum ayat 21 yang artinya :

Dan setengah dari tanda~tanda Allah yaitu in jadikan

jode—jodo hagl karu dari jenis kanu supaya kanu ting-
anl tentram kepadeanya, dan in jadikan disntorsmo per-
cintann dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang de-

mikisnn itu adalah tnndn»tanﬁa bagi orang yang berpi-

kiran.Z26 | '

241hid., h. 2.

25H. MD. ALL Adlhamidy, Islam dan Perkawinsn, cet,
III, Al Ma'arif, Bandung, 1983, h. 19.

26 1pig., b. 20.
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Dari rumusan diatas, dapat saya simpulkan bzhwa
perkawinan yang disebut oleh H.MD, Ali Al Hamidy dengan
n4ikah mempunyai arti keéperluan jasmani yang telah diada-
kan Tuhan, yang wajib dikerjakan setélah seseorang mempu-
nyai hajat yang sangat.

Sedangkan tujuan dari pada nikah yaitu menjadikan
suami istri hidup tentram, cinta mencintai dan kasih me-
ngasihi.

Dari beberapa pendapat para cendekiawan ' Islam
yang telah saya uraikan dj.'atas, mengenal pengertian dan
tujuan pernikahan, pada prinsipnya masing-masing pandang-
an tidak¥ah banyak berbeda meskipun ada beberapa unsur
yang tidak sama.

Pada umumnya mereka menyebut kata kawin, sama dew.:

J
'

ngan nikah,
Namun demikian dari beberapa pendapat.yang berbveda
beda itu tidaklah menimbulkan pertentangan mengenail arti

dan tujuan perkawinan .

Hal ini Soemiyati nengenukakan pendnpatnya

Mengenal pengertian perkawinan ini banyak keberapa
pendapat yang satu dan lainnya berbeda,

Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan memper-
lihatkar pertentangan yang sungguh-sungguh antara penw
dapat yang satu dengan yang lain.

Perbedaan ini hanya terdapat padaz keinginan para pe -
rumus untuk memssukan unsur-unszur yang sebanyak-bai -
yaknya dalam perumusan pengertian verkawinan éigatu pie
hak dan pembatasan banyaknya unsur didalam perumusan -
pengertian perkawinan di pihak yang lain,

Selanjutnya beliau merumuskan pengertian perkswinan

sebagai bverikut,
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Perkawinm ymg dnlam istilah agomna disebut "nikab”
inlabh melakuknn suatu agad ataw perjsnjian vntuk
nengikatkan diri antara seorang Llaki-laki dsn wanita
wtwle mengbalalkan bhubungm kelamin antara kedun he-
lab pibhak, dengan dasar sukarela den keridboan kedun
belab pihak untuk mewujudkan svatu kebsbapgiaan hidup
herkeluargn ymg diliputi rasa kasib sayang dmm %e-
tentraman dengan cara—-cara yang diridboi Allah.?2

. Menpenai tujusn perkawinan dikatakan lehih lanjut
adalab vntulr memenvbhi tuntutan hajat tabiat kemanusiamm
berhubungan antara laki-lakdi ann perempuan dalam rangka
newujudkan svatu keluarga yang babagin dengan dasar cin-
ta dan kasih saymng, untuk memperoleb keturunan yang sab.
dalam masyarakat dengan nengikuti ketentuan-ketentuan

yang telah diatur oleh synri‘nh.28

Dari heberapa pendapat cendekiawan Islawm yangy ber-
veda~heda itu, tentang peruvmusan pengertinan perikawinan
oleh Soendyati dikataksan bahwa dari senua rumusan yang
dikemliakan ada satu unsur yang merupakan kesamann dari
selurub pendnpat, yaitu babwa nikab itu merupakmm suatu
perjmmjian perikatan smtars seorsng laki-laki dan seorang
wanita.

Perjanjian di sini bukanlab. sembarang perjnnﬁinn
seperti perjanjian jual beli ataun sewsn-nenyewa, tetapi

perjemmjisan suci vntuk menbentuwk keluarga antara seorang

2TS0emiyati, op.cit., h. 12.

281phia.
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laki=laki dan seorang wandits. Suci di sini dilibat dari
segl keagamaamnya dari suatu perkawinan,

Selmmjutnya apabila kita bandingkan rumusm pe-
ngertian perkawinan dan tujuarmyn menvroet bukum Islan

dengan rumusan pengertisn perkawinam tuinamnya menurut

Indang-undang Nomor 1 tabum [L974 adalab tidak adn perbe-
damm yang pringipiil neskipun penyebutan istilab dari

dun runusan tersehut adalah berheda.

Menurut bukkum Islam, istilab yang dipakai adalah
nikah, Igtilah tersebut dnlam,Uﬁdnng-undnng Nomor 1 ta-
bun 1974, tidaklab kita tenmukan,

Narnun tidaklabh Berarti, dengan tiadsnya penyehut-
An istilab tersebut, Hukum Perkawinan Islan dengan Une-
dang-undang Nomor 1 tahun 1974, adalab bertentmgan.

Bahkan menurut pendapat saya antarn Undang-undang

Nomor 1 tahum 1974 tentang perkawinan, jiwsmyn adalah

sama dan senada dengan hukum perkawinar Islan,

2s Syarat dan sabnya Perkawinan menurut UU No. L tabhun
1974 dan menurut hwkum Islam,
..m. Syarat dan sabhnyas perlkawinan manurnt UU No. L
tabun 1974,

Sebagali salsh satu perbuatsan hukun, perkawinan

nempunyal akibat bhukum pula,
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Ade :nya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan
sahnya perbuatan hukum itu,

Suatu perkawinan yang menurut hukum dianggaep tidak
" gah s+ makasmmak yang labivr darid _'perh:nwiﬁn:n, itu Aakan

nervpakan anak yang tidak sab pula,

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabi-
la dilaksanakan menurut kepercayaannya masing-masing.,

i je.askan lebih lamnjut bahwa yang dimaksud dengan
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanny:itu termasuk
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.bagi golongan
agana:nya dan kepercayaannyaz itu sepanjang tidak berten-
tangan atau tidek ditentukanlain dalam Undang-Undang ini.

Dari rumusan pasal 2 ayat 1 dan penjelasannya tadi
dapat disimpulkan bshwa sah tidaknya suatu perkawinan fdalah
sennta-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan keperca-
yaan mereka yang hendak melaksanakén perkagwinan .

Ini berarti bzhwa suatu pefkawinan yang dilaksanakan ber-
tentangan dengan ketentuan hukum agema, dengan sendiri. aya

' menurut Undang=-Undang perkawinan ini dianggap tidak san
dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawin-
nan,

Sehubungen dengan ada aya ketentuan dalan pésal 2
ayat 1 tersebutdl atas make bagi wsrga negara Indonresia

yang berzgama Islam apabila hendak melasssnakan perkawin=

an supaya sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang.
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perkawinan yang telah diatur dalam hukum perlawinan Islam,
Demikinn juga bagi mereka yang heragans Nagrani, Hindu,
Budba, bhukuvnm agama merekalab yang menjadi dasar pelaksana~
an yang nenentukan sabnya perkawinan.

Di - samping ketentuan dalam pasnl 2 ayat 1 bnhw$
snPnya perkawinan adalal. ditentwran oleb agama dan keper-
cayaannyn masing-mnasing, makn menurut pasal 2 ayat 2 un-
dang-—mdmg tersebut, ditentukan juga hohwa tiap-tinp
perkawinan barus dicatat menurut peraturan perundang-wn-
dangan yang berlaku,

Mengenal tujuan percatatan ini, dalsom mdang-undang
perkawinan tidak dijelaskan lebih Ianjot, hanys 41 dalan
penjelasan unum dikatakan babwa pencatatan tiap-tiap per-
kawinan adalabh samn balnya dengan pencatatan peristiwa-
peristiwa penting dalsan kehidupan seseorang, nisalnya ke-
Labhirsan, kematian yang dinyatakan dalam gurat-~urat kete-
rangan suatu akte resmi yang juga dinwat dalam daftar pen-~
catatan yang kbhusus disediakan umtok. itu, sehingga sewaltu-
waktu dapat dipergunmakan bilanana perlu, terutana sehagai
Alat bukti tertulis yang otentilk. Dengan adanyn surat buk-
ti itu dapatlab dibenarkan atau dicepndh suatu perbustan
yang Iain,

Pencataten perkawinan tidak menentukan sah tidalknya
suatu perkawinan; tetapi banys nenysatakan babua peristiwa

. "o

narkawina benar-benar terjiadi, Jjadl semato~sats hersifat
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Menge:zi pelaksenpen pencctatan perkawinen ini, di-

atur lcbilh lenjut delam Bab II PP No. 9/1975 yeitu delam

prasel 2 socmpsl dengan pasel 9.

Memrut pasel 2 PP No. 9/1975 beserte penjelasc:mya

diperolelr rotontucn sebagei berikut

1.

2.

c. Instansi yang molalscnalkan perkoawinan cdalah @

Begl merele yeng beragems Islem ponecttotsmys di-
lalcuizen oloh pegawail Poncatat Nikah, Talak dan
Rujuk.

Bagi merekn yarng tidek Loregama Islam, pencatgt-
amye dilelhauwdcan olgh pegawai Pencetat Periawinan
pada Lantor ceteten sipil atau Instansi/pe jobat
yang membantunya. -

be Tota cora pencataton perimwinen hisrus dilaelmlar
berdosericn @

1. Rotentuen-Tetontusn yeng diatur delam passl 3

sampai dengan pascl 9 PP No. 9/1975.

2, Ketentuan-etontuan husus yeng diatur dalam

peraturcn, yang merupaken pelenglap bagl veratur-
an pemerintah ini yaitu @

a. Undanzg-undang No. 32 tzhun 1954, tentang pen-
catatan Nikeh, Talel den Rujulk (LN 1954 No.
98) dan beberaps Peraturan Menteri Agama yang
berhubungan dengen hal tersebut.

b. Regloment catatan sipil bagi orong Indouesziea
yang boregema Kristen di Jowa, Madura dan Mi-
nahasa den sobageimye (stb. 1917, Yo. 75 Yo.
1936 No. 607 dengan segala poerubshonnys).

c. Regloment Cataten Sipil untult Golongan Cina
(stb. 1917 No. 130 Yo. 1919 No. 81 dengen sc-
gela perubchammya) . :

d. Regloment Catataon Sipil bagi Golongan Eropa

%ang disamclcen {stb. 1849 No. 25).

aftar Cotetan Sipil untuk perlawinan . campur-
an (stb, 1903 No. 279).30
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. Wentjik Seleh, op.cit., h. 74,
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Dengan ada..nya pasal 2 ayat 2 UU,No.1/1974 yaitu
keharusan untuk mencatat perkawinan,maka tampak jelas di-
sini bahwa negara dalam masalah perkawinan, ikut cempur
dalam mengatur masalah tersebut.

Kalau dilihat dari sudut Hukum Islam yang tidsk me-
ngatur secara Jjelas apakah perkawinan itu harus dicatat
-atau tidak dan dengan melihat tujuan dari pengatatan per-
kawinan itu, maka sesungguhnya pencatatan perkawinan itu
banyak kegunaannya bagi kedua belah pihsk yang melaksanaw
kan perkawinan itu,haik di‘dalam kehidupan pri®adi. smaupun
dalam nidup bermasyarakat., Misalnya dengan dimiliki nya ak-~
ta perkawinan sebagal bukti tertulis yang otentik, seorang
swami tidak mungkiy mengingkari istriinya, demikian Jjuga
sebaliknya seorang istri tidak mungkin mengingkari suami-~
nya. ’

Di samping itu dengan dimilikinyn akta perkawinan
seorang pegawal negeri dapat meguntut'berbagai tunjangan
misé lnya tunjangan istri, tunjangan anak atau tunjangan
lain yang berhubungan dengan perkawinan,

Berdasarkan hal-hal tersebut di stas mnka berdasar-
kan pertimbangan mashalih~-mursalah dalam b ukum Islam, pen
catatan perkaWinan adalah meruéakan suatu perbuatan yang

harus dilaksanakan,

Mashalih-mursaleh ialah menetapkan ketentuan-ke-
tentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali di Aalam

Al Qur'an atau sunnah Rosul, atas pertimbangan menarik
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kebaikan dan nmenolak kerusalk:qmn dalam hidup mﬁsynrnknt.31

Oleh karena dalamn kenyataannya pencatatan perka-
winan lebibh banyak nendatangkan kehailkan dari pada keru-
sakan dalanm hidup hermasyarnkat, maka melaksanakan penca-—
tatah perkawinan adalab merupalsn suatu keharusan bagi
nereka yang beragana Islam, |

Dari uraian tersebut Adi atas dapat says simpulkan
bahwa yang nengesabkan suatu perkawinan adalab hukum ma-
sing-masing agana dan kepercayaan pars pihak yang melang-
sumgkan perkawinan,

Dan kebarusan adanya pencatatan perkawinam terse-~
but bukanlah yang mnenentukan sah tidaknys suatu perkawin-
an, akan tetapi merupaksn nal. yang bersifat admninistratif
belaka, Pencatatan ini harus dilakukan, meskipun dalan
hukum Islam tidalk terdapat keharusan adanya pencntntﬁn
tersebut, Tetapi hal itu tidaklah berarti pencatatan itu
bertentangan dengan hukun Islan, babkan hisa diterina ya-
itu berdasarkan mashalih-mursalabh.

Adapun syarat-syarat perkawinan menvrut Undang-un-
dang Nomor 1 tabun 1974 yang tercantum pada pasal &€ adalah
sebagai berikuﬁ :

1. Perkawinam haruvs didasarkan atas persetujuan kedua
calon mempelai.

-
7 Achmad Azhay Basyir, Hukum Adat Bagi Umat Islan,
cet. 1, Nur Cabayn, Yogyakarta, 1982, h. 18,
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2., Untuk melangsunglkan perkawinan seorang yang helunm
mencapail unmur 21 tabun harus mend=opat izin kedun
orang tua,

3. Dalam bal salab seorang dari kedus orang tua telah
meningeal dunin atau dalam keadaan tidak manpu me-
nyatakan kebendalnya, maka ijin dimaksud ayat (2)
pagal Ini cukup diperoleh dari orang tus yang wmasih
bhidup atau dari orang tus yang wmampu menyatalkan ke-
hendaknya,

4. Dalam hal kedusn orang tun telab meninggal dunin
atau dalam keadasn tidak mampu untulk menyatakmn ke-
hendaknya, maka ijin diperolebh dari wali, orang yang
menelibara ataun keluargn yang mempunyai hubungan da-
rab dalamn garis keturunan lurus ke atas selamn mere-—
ka masib hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan
kehendaknya.

5. Dalan hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang
yang disebut dalam ayat (2), (3) a= {4) pasal ini,
atau salah seorang atau lebib di antarua mereka tidak
nenyatakan pendapatnya, malka pengadilan dalan daerab
hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan
perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat nen-
berikan ijin setelah lehib dabulu mendengar orang-—
orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pazal ini.

€. Xetentuan. tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5)
pasal ini berlaku sepsnjang hukum masing-masing aga-
nanya dan kepercnyaanmgn itu dari yang hersangkutan
tidak menentukan lain,

b. Syarat dan sabnya perkawinan mnenurut hukum Islamn,

Yang dimaksud dengan syarat -pada kalimat tersehut
di atas nenurut Mahnud Yuus ialab sesuatu yang nmesti ada
dalam perkawinan, tetapi tiada termasuk salab satu bhabagi-
- daripada bakikat perkawinan sebngai misal adalab syarat

wali Llaki-laki balig, bheraknl dan scbagainya.

il

-

o . :
2 K, -Wantjik Saleh, gp.cit,, h. S54=55,
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Di samping itu Abdullah Siddik mengermkalen bahwa
verkawimmn Islam edalah scbagei beriiut @

Porsetujuan kedusz belgh pihalr dan bagi orang yong
bolum dewese persetujuen antere orang tus. Berscb-
da Rosulullal (H.R. Bulthari/Muslim dari Ibu Abbaz)
"Jangoan dinikehlkan perempuen jendc gebelum diajalk
bermsyawarah dan perawan sebelum diminte izimnya”.

Harus ade sckai,
Harus cda wali.

Adenys nahr atau mes Tawin, mahr merupelan healr ba-
£1 perempucn di mane ic doepet meminte epa yang di-
Ishendeliinya dan depat pula membebaslkamya. Gurtan
tidak mengntelkan sesuatu ulkuran mengenci mahr de-
ngan pasti, tetapi dengan kete-kota Lil rme'rufl/me-
imrut kepatuten yang adil.,

Adenya ijob-~lebul. Pada urmmnyc sebelum dilelwukan
ijab kabul discmpeikan khoetbeh nilkeh scihinggc«. gi-
fat perkoawinan nampal: agunz dan suci.3

Pewdapeat Abdullal Siddik tergebut cdaleh sesuci

dengan letentuan yang ade pada pasal 6 Undeng-unds:yg No-

mor 1 tchun 1974, yang menyatelen behwe perkowinan harus

didascrian atas persetujuan kedus calon mempelai.

Hal tersebut menurut pendapat scya adalah merupalon

hal yeng penting, yeng harus dipegeng teguh oleh masing-

masing orang tua yang akan mengawinken putrinye.

Sebab tanpa kohendak yang bebag dari pars calon

mempelei, niscaye perlkawinen itu 'nmm_chin alan mengelemi

kegogalen,

Menurut ejoran Islem sebelum dilangsungkannye sua-

tu’ perkawinen boleh didshului dengen apa yans disebut

> .
33avaulieh siddik, op.cit., h. 54, 55.
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neningig.

Menminang itu sendiri iclsh meuyctalen permintacn
untul perjodohan dari seoreng laki-lalki pade seorong pe-
rempuan beilk secors langsung nounun tak langsung yaitu
dengan perahteranan scorang yang dipercaya.

Hol tersebut, didasarimn pada surat Al Bagoroh
ayet 235 yang artinys, "Dan tak ads dosa bapi komu mounl-
ngng wenite wenite itu dengan sindir'aﬁ yang baik".3u'

Dengan adanya hal tersebut meke berarti kesempatan
bagi priec dan wanita untul molihat mazing-masing calomyco
dzn selnligus menyetelen menyetujui atau pidalc, ‘sebab da-
loan Islam dilmteolan bahwa perimwinan adaleh suatu perjen-
Jian yang didesorken atas sule sene zulke dari fwedua pihak,
O0leh Tarene itu persctitujuan entare Jwedua cglon suami istri
itu tideklah hanye nmerupaksn ayorat delam peritawinan. Bab-
kan wmenjadi asas delonm hulmun perlawinan, guna melindungi
halk asaéi para plhak tersebut. |

Sclanjutnye untul sahnya perlkawinan menurut hulaum
Islém inalah harus ade agad nikah atau ijeb Tebul, Tmrena
periowinan adelah morupa!./:ez} suatu perjanjian.

Tenteng hal inl Mohmad Yums berpendapat, perlnwin-

an harus (wojib) dilalulkan dengan ijab den kebul w ng di-

3hryia., n. 51,
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mre i agad nikah, Ijab dari pihek weli perenpuan stan
valdlnye dan Jmbul dari pihel lalki-lohkl calon suani
atau wakilnya.3s
ari Totontusn di stas, saye berpendepat bahws
untuls salnya suatu perlmwinenh haruslah gde ijzb dan Ta-
bul, sehingge dengan demikian adauyea ijab dan Iebul itu
merupalnn gyarat yang rmtlels untulr sahnya verlkawinen
mermrut hukum Islam, Apsbile sustu perkawinan, tiﬁda
melalmlem ijeb dan kabul maka tidekleh seh perkawinan

tersebut.

e

35bahmud Yunus, op.cit., h. 15.
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BAB III

TINJAUAN DAN PEMBAEASAN POLIGAMI

1. Pougertitn Poligami Menurut Hulaum Islanm

Sebageimeng pede bab pendahwiluan behwe poligemi dil-
ctur dalom hulzwm Islam, Undang Undeng Nomor 1 Tahun 1974
yo Peroturan Pemcrintah Nomor 9 Taliun 1975 den Peraturan

Pemerintoh Nomor 10 Tahun 1983.

Deri ketiga peraturan perundang-undasngen tersebut
di atas, hulun Islem yong terlebih dalmlu menpetur ncse-

lah poligomi.

Perloitasn Poligemi berssal dari bahasa Yunoni, ter-
diri dari dua pokoic Tzata Poly &teu polusz yang berartvi ba-
nyal: den gemein‘atau ganous yans berarti kewin, Bila pe-
ngertvion kato-Imte ftu dirangkeilken mela poligemi berorti

. 6
|uatu perimwinen yang lebih dari scorang 3

L]

Berdacarkan pengerticn tersebut di aitcs berarti
berlzlu kedelamnya untulk pric moupun wanita, jadi penger-
tian poligami tersebut meliputi poliendri dan poligini.

Nemun dalem perfkatacn seheri-hari yeng dinalizud
dongan poligemi itu iglah perkowinan antere seorang lali-

laki dengen peremmicn lobih dari satu.

3 Hunaidi Taeta Pangarse, ov.cit., h., 12,
38
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Dalem pembeohagen skripsi inl saye monggunakan
pongertian yang telah »opuler di helrmugan masyerclat

unmm geperti pads kelimat terscbut di ataes.

Poligamiladalah maeclah omenusiann yeng telah
tue selhwli, ﬁar:lpir soluruh bangse Al dumnic sejelk jamen
dehulu tidalr asing dengon istilah poligomi, misalnyc
st jo poligemi dikenel se¢jak dahulu oleh orang-orang
Hindu, bangse Isracl, Persic, Arch, Romawi, bausse
Thracic, Lidia, Polasgic, Med, Bebiloniz, Asiric, Phuni-

sia dan lein~lcin bengsa di dunic mesih banyek lagi.37

Di dunic Barat kebanyaken orsrng benei den mensn-
tang poligami, sebagion Besar bangse-bangss di sann
mengenggep bahwa poligami adglash hasil dari perbuactan
cabul dan oleh Imrencnya adaléh tindalken yang tid.ék

bermoral.

Tetapi peda Ienyatasinnye meimunjuldzen hal yang
lain, di sana Idan merasjalela terjadinya practele-pralk-

. . 8

tek Poligami secarc ligr ilegel di luar perkawixmn.3
Polizami yang terjadi, sebelum datangnye Islanm,
pade urmmnya dilelulen tanpa mongencl batas jumlahnya,

sebagel contohnys rcja Solomon mempunyci ictri gebanyek

3M1bida., b, 7.
381bid.

Skripsi . POLIGAMI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 HENI AGUSTINA
TAHUN 1983 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

40

700 orang 4i sanping beratus-ﬁatus‘ gundilc yang '.La:Ln.BCa
Rcja Negro Loango mempuunyei 7000 orang istri, bahkan di
Ielangan bangsa Israel pun poligemi telah dikenal sejak
Jemau Nebi Musa a.s8. yang Temudicn menjadi cdat Tebiasaan
yeng merelm lanjuthan dengan tanpa ada batasan delem jum-

leh perenpuen yeng boleh dikmwini oleh seorang laki-laki.

Nebi Sulaimcn mempunyai istri sebenyak 1000 oraig.
Selanjutnye oleh Yusuf Wibisono,

Sebenarnya, behwasanya »oligami yaiy; semcta-mota se-
suci dengen hulzum alam telah dilekulmn pede setiap
jamcn, ktrome hulmum alam itu totep scjz, teltapi pi-
kircn manusia dibuat sedemildan rupa dan sanget sule
kepada berbelit-belit, sehingga bulmnnye io memililii
gistenm yong scneote-metae menguntunglkan, akan tetapi
justru memililki sistem yang pouhh dengan dusta dan
penipuan yang membuat berputus asanys berjute-iute
waindta dan yeng memaksanye hidup delam kesedihen,
kelzzcpuen, ctau dosa-doss sebogai berjuta-jute msim-
sia hidup sengsare terjerurms hidupnye delam Kemung-
filmn hewzani dan bahwe semua drame »ercintacn mela-
hirlzan keturunen-ke turunen yong diliputi oleh pera-
sacn iri hati yang pandir den pemh Iebencian yvang
jumlahnye setiap harinya boertanbah~tembel sgja, b

Dongon ureicn tersebut, dapatl,ali dizimpullezyn bah-

wa jouh sebelum Islam datang polygomi itu telah ade

3 sAbdurrahmn dan Riduwan Sychreni, Masalah-nnse-
izh Hulmm Perlnwinan di Indonesic, Alwmt, Bandung,
1978, 11. BO-ST-

Q .
| 4 Yusuf Wibisono, Monogami Ateun Poligami Mosalah
Sepanjeni Masa, cet. I, Bulan Bintang, Jekerta, 1980,

. SLI.. *
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dan dipraktekkan oleh semua bangsa-bangsa di dumia sehing-
ga agana Islam bukanlah pencipta dan pelopor polipami te~

tapi hﬁnyn nenbatasinya secara tertid dnn teratur,

Sebenarnya asas dalam hukum Islant adalab monogami.
Poligami diperkenankan dalam keadaan darurat dan memnaksa

sebagai perkecunalian,

Dasar hukunm Islan yang memperbolebkan polygami ind

dalam Al Qur'an surab An Nisa ayat 3 yang antara lain ne-

nyatalkan:

(bak=bhak) perempusn yang yatim maka kawiniloh wanits
wanita (lain) yang kamu senangi dun, tige atau empat.
Kenudian jika kam fakut tidak akan dapat berlaku
adil maka kawinilab seorang saja atau budak-hudak
yang kamu miliki yang denikian itp_adalab lebib de-
kat kepada tidak berbuat aniaya",

"Dam jjika kamu tidak akan dapat berlaku adil terbhadap

Sebab-sebhah ayat tersebut diturumkan adalsh karena
ada kehiasaan bangsa Arab yaitu jika ada perempuan yatin
naka wali yang memelibaranya tidal mAav nengawinkamnya de-
ngan laki-laki lain dengan maksud kekuasaan mengurus harta
benda perempuan yatim itu tetap ditangannya.

Dalam pada itu diapun tidak mengawihinya nmungkin disehab-

kan perempuAn yatim itu rendah menvrut pandangamya.

Kebiasann inl diperingatkan oleh Tubhan hahwg jika

seorang merasa tidak dapnt herlaku adil dalam.perka&innn—

“1 thia., b, 24.

-
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nya dengan perenpuan yatin itu sehaiknya is kawin dengan
perempuan lain saja hingga empat.

Tetapi kalau dengan istri-istri yang diambil dari peren-
puan=perenpuan Lain inipun masih Jjuga dia kbawatir tak
dapat berlaku adil sehailnya dengan seorang iatri sajin

atau perempuan hamba sahaya kepunyannnyn.hz

Dari penjelasan ayat tersebut dapot sayn simpul-
kan babwa poligani menvrut Islam mempunyai batas maksi-
mal enmpat orang dan selain itu dalam ayat tersebut juge
disebut habwa keadilan terbadap istri-istri itu merupa-

kan syarat mutlak bagi poligami tersebut.

Dengan adanya kalimat "harus bhersikap adil" maka
: 3 1

tirbul pertanyaan adil yang bagaimanakah yang seharus-

nya dilakukan?

Untulk menjawab pertanyaan itu Tuban telab memper-
ingatlkan untuls mereka yang melalukan poligani sebagaimana

tertera dalam surat An Nisa ayat 129 yang artinya:

"Kamu sekali«kali tak akan dapat berlaku adil terha-
dap istri-istrinu biarpun kano sangat ingin untok
berlaku dendilkian, sebab itu janganlab kamo terlan-
pau miring (dari yang lain) sehingea kamu biarkan
in sehagai tergantung".’

Ayat tersebut olel Humaidi Tatapangarsa ditafsir-

kan bahwa keadilan dalam bal cinta kasib atau kecondong-

42ab£§L, h. 24.

—ree

=
'Blhid., h. 28.

A .y
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an hati yang di luar kemampuan mruosia itu tidak nen-
jadi syarat dalanm poligani menurut Islam, Oleh karena

itu poligami tetap terbuka dalam agama Islan,

Dalam soal cinta Jrasih ini Tobh=m sendiri nenang
tidalk menyuruh-mﬁnusim harus berlaku adil dalan arti Jka-
ta yang setepat-tepatnya. Tetapi hal ini manusia hanya
diperintabkan untulk tidak terlalv condong kepada salab
seorang istrinya sebhingga yang lain seperti terkatung-

katung tak terurus nasitnya.

Dalanm bhal ini Rasulullab SAW menvrut hadist dari
Abu Huralroh yang diriwayatkan oleh Achmad dan Iman
ermpat permah bersahda: Barang siapa menpunyai dua orang
istri, kemudian ia mementingkan salah seorang saja di
amtara kedumnya ia akan bangkit pada bari kiamat nanti

dengan bhadammya niring sehelah.

Hal tersebut diperjelas oleh sehunb hadist dari

.

Aisyah r.a. yang nenerangkan:

"Rasulullah SAW membagi waktu giliran di antarn is-
tri-istrinya, beliaun dapat berlaku adil, tetapi he=-
1liau berdoa: Ya Allab, lnllnh pcnhaglﬁnku dalam
hal~hal yang manpu kulakukan, janganlab mencerai
dalku dalam hal-<hal yang dapat engkau Iakukan tetapi
tak mampu ku Lakulkan, *4 :

Darl hadist tersebut jelas bahwa hal-hal yang tak
sangoup dilakukan Rasvlullah adalah adil dalawm hal cinta

kagih terhadap istri-istrinya itn.

“Ipia., h. 29-30.
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Dari uraisn tersehut dapat saya simpulkan bahwa
dalam adil yang disyaratlkan oleh Islam poligami adalah
adil dalam bal yang .bersifat labirish saja, sedang adil
dalam hal cinta kasibh atau kecondongan hati bukan merupa-

kan syarat dalam poligand,

Selanjutnya saya ingin mempermasalahkan adil da-
lJam hal apa dan terhadap siapakah yang dinaksud olebh surat

An Nisa ayat 3 tersebut di atés?

Untuk itu para ulama fikih berpendapat bahwa adil
terhadap istri itu ialab adil dalam hal memberikan nafkab
hidup nmereka, yang selain berupa makan, mninum neliputi ju-
ga pakaisn dan runah tempat tinggal.

Selain itu juga, sang suani dibaruskan bisa meng-

>

giliri istri-istrinya dengan pembagian waktu yang sana,
-.t:, -

Bila yang satu mendapat giliran semalam maka yang lainpun

harus semalan jupga.

Lebibh jaub lagi menurut Prof, Dr., Achmad Shalaby,
keadllan yang merupakan syarat dalam poligami seperti
yang disebutkan dalam surat An Nisa ayat 3 itu tidalk aajn
terhadap istri-iatri, tetapi meliputi Juga kendilan terha-
dap dirinyn sendiri dan terhadap nak-anak, Untuk itu, bha-
i orang yang berpolignmi menurut beliau, haruslab memililki

kemampuan ekonomi yang cukup. Nafsu syabwatnya hendnklab
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- dipertimbangkan dengan kekuatsn ekonominys .45
Dari gambafan tergebut di atas apabila kita per-

batikan secara cermat dan sungpub-sunggoub, sehenarnya
syarat-syarat wtuk berpoligami menurut Islam adalab
sangat berat sekall, bahkan sukar agaknya crang memne-—

nubhinya,

Nabhi Mubsamad sendiri dalam kehidupamnya telah bher-
poligani dengan 9 istri tetapi kita ketabul bahwa keba-
nyakan dstri-istri heliau adalah janda-janda yang di-
tingegal mati suwaminya, akibat perang membela agama Islan.
Sehagai misal, Istri Nabhi yang bermana Saudabh Binti Saminb,
Ia janda dari As Sakran Ibnu Amir.

As Sakram meninggal setelah hidrabh hersama-sama denpgan
orang-orang lalam lainnya,. Janda As Sakran yang telah lan~

Jut usianya ini kenudian dinikabi oleh Nabi,

Demikimm jugn dengsn istri Nabi yang Llain yaitu
Hafsab Binti Umar Ibnoul Khaththab,

Hafsah adalah distri Hasan hin Huzeifah, bhelinu
nati dalam perang Badar.

Setelah kematian suaninya Hafsabh ditawarkan oleh
ayahnya kepada Abu Bakar dan Usman bin Affon. Tetapi ke-
dusnya menolalk, maka setelah Rasulullah mengetahui hal

Tersebut dinikahinya Hafsah,

—p

% Ihid., n. 33534,
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Demikian dengan istri-istri yang lain, senuanya
adalah para jenda, kecuali istri Nabi yang bhernana

Aisyah.,

Karena kecerdasan otalmya dan dia paling mengua-
sal persoalan-persoalan agama dari pada mgreka itu bah-
kan termasuk terkemuka di kalangan para sahabat yang
nenjadi tempat bertanya bhagi banyak orang bhila ada se-

46

svatu masalah agana yang sulit.

Dengan adanya sedikit gambaran menpgenai po1igmﬁi

o o

yang dijalankan oleh Rasulullah itu kiranya dapat saya
tarik kesimpulan bahwa poligami yang dijalankan olebh
Rasvulullah adalah merupakan hal yang hersifat darurat

atan memaksa dan menganding bikmab tersendiri.

Jika saya handingkan dengan praktel poligami yang

dijalankan olebh masyarakat sekarang ini adalab jaub ber-

Lankan poligami tanpa mengindablian aturan-aturan AL

Qur'an yang sudsh jelas nmengaturnya.

Selanjutnya saya berkesimpulan bahwa asas dalam
hukum Islam adalah monogemi, poligami diperkenankan das-

Lan keadaan yang darurat sebagail perkecualian dan Ieslan

gendiri telah mempersempit pintu peligani.

46 1hi4., b. 53,

Y -
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2. Pengertisn Polipgami Menurut PP 10/1983%

Sebelum membabas menpgenai poligami dalam PP 10/
1983 terlebih dabvlu saya akan meninjau sedikit poligami

dalan UU No. 1/1974 yo PP 9/1975.

Pada dasarmya kita ketahuvi bahwa UU.1/1974 neng-
anut prinsip monogamni sehihgga poligami dalam praktek
berusaha dipersulit.

Prinsip tersehut tertera ﬁndm pasal 3 ayat 1L & 2
UU tersebut yang antara lain mengataksan :

Pada asasnysn dalam suatu.perkawinnn seorang pria hanya
holeh mempunyail seorang istri, Seorang wanita hanya bo-
leh mempunyai seorang suamd.

Ayat tersebut dilanjutlan oleh ayat berikutnya yang ane
tara lain menyatakan Pengadilan dapat memberi ijin kepa-
da seorang apabila dikehendaki oleh fibak-fihak yang

bersangkutan,

Dari kedua pasal terscehut jelas hahwa monogandi
adalah prinsip dalam UU No. 1/1974, tetapi prinsip ter-
sebut bukan bersifat mutlak adanya.

L)
[

Poligami diperkensankan asal yang bersangkutan

pengadilan,
Jadi ai sini dapat atau tidaknya seseorang itu
melakulan poliganmi terpgantung kepada pengadilan,

Pengadilan di sini nkan memeriksa apakah per-
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syaratan mtuk poligami sudab terpenubi ataun belum, dan
bagi mereka yang sudah nemenvhi syarat-syarat sebagai-
nana tertera dalam UU 1/1974, tentunya permohonan po-—

ligami akan dikabullean,

Adapum alasan-alasan untuk dapatnya seseorang
melakukan poligami antara lain adalah ;
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibhannya seba-
gai istri,
. Istri mendapat cacat ﬁﬂdan atau penyakit yang

tidalk dapat disembublian,

c. Istri tidak dapat melabhirkan.

Alasan=alasan tersebut oleh Riduan Syahrani dan
Abdurrahman dikatakan hahwa oleh pembentuk undang=—un-

-

A ala

143

mm tersehut dirumuskan sangat uvnum gsekali bah-
kan relatif dan sensitif sekali, sebagai misal terhadap
alasan huruf a (istri tidak dapat menjalsankan kewajib-
annya sebagai istri) akan timbul persoalan dalam keada-

an bagainmanalkah seorang istri dapat dikatakan tidak da-

pat menjalankan kewajibannyn sebhagai istri?

Kalaun seorang istri dalam keadaammyn yang maasih
normal Pabkan menvrut peneriksann dokkter tak ade kelain-

an (gangpuan) pada jiwa raganya tetapi di tempat tidur

e

La tak menimbullan gairah cinta lagi bagi suaminyn lan-

taran sang suami sudah terlalu jemu, apakab keadaan
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istri yang demikiaﬁ ini dapat dikualifisir sebagai ti-

dak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Oleb karena itu runusan alasan herpoligani hu-

ruf A tersehut harus dilihat secara kasuistis.‘hg

Saya sependapat dengdn'pendmpat Avdurabhnnn dan
Ridvan Syahrani dan menurut hemat saya tugas hakimlah
yang bharus menelitinya dengan seksama untuk kenudism
memberilian penetapannya dengan sehaik-bailnyn dan se-
tepat-tenatnya.ap
Adapun syarat-syarat untuk nelakukan poligami
adalah sebagai berikut :
1. Adanya persetujuan istri/istri-istri.
2. Adanya kemampuan suani untok menjamin keperlu-
an~-keperluan hidup istri-istri dan anak-analk
mnerelka,

5. Adanya jaminan bahwa suvami akan bherlaku adil

terhadap istri-istri dsn anak-anak mereka,

Dengan memperhatikon ketentvan-ketentoan ten-
tang poligani yang diatur dalam UY 1/1974 maka dapnt
ditarik kesimpulan babwa yang dimaksud dengan poligami
rmenurut UU 1/1974 adalah seorang suami yemg beristri

lebibh dari seorang.

W

N ‘
b /e . .
Zhlduﬂn Syahrani, Masalab-masalab Hulum Perka-
winan ¢i Indonesia, cet., L, Alumnd, Bandcung, 1978, Bb.
5788, : o

e s

( MILIK . ‘
PERPUSTAKAAN
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Dan apabila seorang suvani hermaksud untvk beris-—
tri lebib dari secorang selain harus terlebib dabulu men-
dapatkan surat penetapan dari pengadilan agama, naka
yang bersangkutan juga harus pula memenuhi syarat-sya-
rat sebagainana yang ditetapkan oleh pasal 4, 5 UU 1/
1974 yo pasal 40 asn 41 PP 9/1975, yang nenyebutlkan

Pasal 40 : Apabila seorang suani hermaksud vntuk

peristri lebih dari seorang maka in wajib mengajukan

permohonan secara tertulis kepada pengadilan,

Pasal 41 : Pengadilan kemudian memerilsa menge-

a., ada atau tidaknya alasan yang nenungkinkan secorang
suani kawin lagi, ialah
- bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya
sehagal istri.
~ bahwa istri mendapat cacat hadan atau penyakit
yang tidak dapat disembuhkan.,

- bahwa igtri tidak dapat melahirkan keturunamnnya.

apabila persetujusm itu merupakan persetujuan lisan,
pergsetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pena-
adilan,

c. ada atau tidak adanya kemampuan svani ontuk menja-

min keperluan hidup istri-istri dean anak-anak dengnan
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memperlihathen :

I. surat ketorangeon mengenai penghasilan suanl yang
ditanda tangani eleh bendshara tempat bekerje
ctoun

II. surat keterangen pajek penghasilang cteu
III. surat keterangen lein yang da}éat diterime oleh

Pengadilan.

d. ade atou tidalk adeciya jamincn bahwa suami akan perla-
Im adil terhadap istri-istri dan anajc—aimk merela de-
ngan peryatacin ateu jonji deri suami yang dibuat do-
lem bentulkk yang ditetapkon untulk itu u8

Lain helnya dengan pengaturan izin polygemi memm-

rut Peraturcn Pemorintah Nomor 10/1983.

Menurut Peraturan Pemerinteh ini bila seorang pe-
goawal negeri =ipil almn melalmk;an polygemni meke dio ha-
rus mominte izin terlebih dahulu kopada pejebat yang me-
rupelkan atesen deri pegawai megeri sipil tersebut. Hal
ini secarn tegas toercontum pade pasel 4 Peraturan Peme-

riutah yang berbunyi

1. Pegewei negeri sipil pric yang beristri lebih da-
ri seorang wajib memperoleh izin lebih dehulu do-
ri pejebat.

kg, Woantjile Seleh, op.cit., h. B32-83.
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2. Pogowai negeri sipil wanite tidek diizinfzan monjadi
istri Lkedua/ketiga/koempat dari pegewai negeri si-
pil.

3. Pogowoi wmogeri zipil wanita yang aken monjadi istri
kedus/ketiga/keenpat dori bulken pegewai nezeri si-
pil, wajib memperoleh izin lebih dehulu dari peja-
bat.

L. Pormintacn izin sebageimnna dimeksud delem ayat
(1) den ayet (3) diajukan socara tertulis.

5. Dalm surat permintaan izin sobggzimans dimelkeud
deleam ayat (4) harus dieantumkan glasan yang leng-
kap yoang didasari permintacn izin untuk beristri
lebih deri seorang atou untuk menjadi istri kedua/
Ietign/keenpat.

Adopun yeng dimksudlun dengan po jebat tersebut
cdalah Monteri (untulr departemen yang bersangluton), Jak-
sa Agung (untuk Jalksa-jaksa yang bersds dl bewshnye),
Pimpimn Loembaga Pemoerintah non Departemon : Pimpinan
Koesekretoriatan Lembaga Tinggi/Lembagn Tertinggi Negara,
Gubermmr Kopale Daerah Tinghkat I, Pimpi:an Baniz-bank mi-
1iTe Negoere dan daerzh sertc pimpinen bedan-badon usahg

milif sgore meupun deerah., +?

Reberadaan izin dari pejcbat tersebut adalsh wajer
mengingat peranan pogaweil negeri sebogei abdi megars nau-
pun sebagai Trelompolz masyeralnt (golongan nasyarakat yeng
menjadi idaman sebahagicn bezer rakyat Indonesizc. Dengan
demileian merupaken suatu hal yeng wajor apebila kelompol:/

golongan it aken menjadi paruten bagi rakyat yang -10.111.

\G

b Amrullah Arpan, Beberspe Personlan Dalam Polygami
igegrgf Towgi Negori Sipil, cet. I, Liberty, Jogyakarts, 1904,
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DL sanping itu titik berat yang sekaligus menja-
di tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 fahun 1983
adalabh untuk meningkatkan disiplin pegawni negeri sipil

- <

dalam hal perkawinan, poligamni dan perceraian.,

Oleh karena itu kepada senmua pegawal negeri sipil
termasul yangs beragana Islam tanpa kecuali, akan dikenail

pasal-pasal yang ada pada peraturan pemerintah tersehut.

Adapun yang dinaksudkan dengan pejahat tersehut
adalah : Menteri (untuk departemen yang bersangkutan).
Jakaa Agung (untuk jaksa-jaksa yang berada di bawabnya).
Pinpinan Lembaga Pemerintah non Deﬁartemen.

Pimpinan Xesekretariatan Lembaga Tiﬁggi/lembnga terting-
gl negara.,

Gubernur Xdh Tk, I

Pimpinsn Bank-hank Milik'Negara.

Pimpinan Badan Usaha Milik Negara.,

Pimpinan Badan Usaha Milik Daerab.

Selanjutnya pada pasal 14 dari peraturan Pemerin-
tah tersebut dikatakan bahwa pe;jabat yang berwenang mem-
beri izin dapat mendelegasikan sebagian wéwenananya kepna-
da pejabat Llain dalam lingkungrmnya, serendah-rend=shnya.

Pejjabat Eselon IV atau yang dipersanakan dengan itu.

20 Amrullab Arpan, Beberapa Persoslan Dalan Polypa-
ni Pegawnd Negerd Sipil, ce%. 1, Liberty, Jogyakaria,
1'98 . B.. ”7-‘-_8.
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Untuk memberikan atau menolak memberilkan izin sehagaina-
na dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 sepanjang mengenai
permintaan izin yang diajukan oleh pegawal pegeri sipil

golongan LI ke bhawah ataun yang dipersanalan dengan itu.

Adapun surat permohonan untuk nelakulan poligani
tersebut haruvelah disampailkan kepada pejabat tadi (se-
perti yang disebutkan di atas) melalui atasan langsung

dari pegawai negeri sipil yang dbersangkutan,

Setiap alasan yang menerima surat permochonan tadi
haruslah menyampaikan kepada pejabat melalui Jalur hie-
rarkhi gelambat-Lambatnya tiga (3) bulan scjak diterima-

nya surat permohonan tersebut.

Bagi pejabat yang berwenanpg memberi izin tadi ha-
rus nenberikan keputusannya setelah dia memberi naschat
kepada yang melakukan poligamd serta calon istrinys apgar
se jaubh munglkin umtuk tidak melnnésumgknn perkawinan ter-

sehut.

Putusan pejabat haruvs sudah diherikan selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan
tersebnt.57

Dengan uraian tersebut dapatléh disimpuikan he-

rapa lamna waktu yang dibutubkan oleh seorang pegawai

—— - o

>V 1pid., b. 8.
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negeri sipil wntuk meiakukan poligami.

Tampalnya izin untuk poligami pegawal negeri
9ipil itu cukup rumit dan nenerlukan wakiu sedemilkian
rupa sehingra dengan ketentuan itu‘diharapkan pegawal
negeri sipil yang akan berpoligami mau berpilkir yang
lebih panjang sehingga dia tidak mudah untolk kawin

cerai.

Juga, dalam hal ini pejabat yang memberi izin
itu sengaja ikut campur dalam uruvsan pribadi penohon
tersebut yaitu dengan jﬁlan nemberi nasehat agar se-
Jjavh mungkin untuk tidak melangsunglan poligamdi ter-
sebut., Dengan denikian tugas pejabat menjadi hertam-

hah yaitu sebagal badan penasgehat.

Selanjutnya pada pasal 9 peraturan pemnerintab
tersebut dikatakan :

)

1. Pejabat yang menérima permintasn izin untuk berig-

dua/ketipga/keenpat sebagaimana dinaksud dalam pasal
4 wajidb menperhatikan deﬁgan seksama alasan-alasan
yang dikenukakan dalan surét permintaan izin dan-
pertimbangan dari atasan Pegawail Negeri Sipil yang
bersanglkutan, |

2. Apabila alasan—alagan dan syarat-syarat yang dike-

mukakan dalan permintasn izin tersehut kurang me-
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yakinkan maka pejabat harus memninta keterangan tam-
baban dari istri Pegawai FNegeri Sipil yang mengajukan
permintanmn izin atauw dnri fihak lain yang dipandang

dapat menberikan keterangsn yang neyakinkan,

3. Sebelun mengambil keputusan, pejahat memangpil pepga~
wal negeri sipll yang bersangkutan sendiri atau ber-

samna~samna dengan istrinya untulk diberi naschat.

Maksud dari pasal 9 tersebut adalah agar pejabat
yang memberikan izin tadi dengan seksama memperhatikan
alasam-alasan apa yang diajdknn pegnwal negeri sipil ter-
sehut mtuk berpoligami dan apakah alasan-alasan tersehut

sudah sesuai dengan peraturan tadi,

Adapun alasan dan syarat yang dijadikan pedbman
adalah tertera pada pasal 10 dari peratvran ini yang ber-
bunyi : '

1. Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat ai-
berilkan oleh pejabat aﬁabila menenuhi sekurang<kurang-
nya salah satu syarat alternatif dsn ketiga syarat ku-—
nulatif sebagaimnana dinaksud dalam ayat 2 dam ayat 3
pasal ini. .

2. Syarat-synrat altermnatif sgebagaimana dimaksud dalan
ayat L ialah :

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibamnya scha-

" gai istri.
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b. Istri mendapathan cacat badan atauv penyakit yang
tidak dapat disembublkan.

¢, Istri tidak dapat melabhirkan keturunan.

5. Syarat-gyarat kunulatif sebagaimnana dimaksud dalam

ayat L ialah :

a. Ada persetujuan tertulis dari istri.

he Pegawai megeri sipil pria yang bersangkutan mempu-
nyal penghasilan ynng eukup untuk membiaysai lehih
dari seorang istri dan anak—ahaknyﬂ yang dibukti-
kan dengan sovrat keterangan péjak penghasilan dan

C. Ada_jaminan tertulis dari Pegawai negéri sipil
yang bersangkutan, babwa ia akan berlaku adil ter-

hadap istri-istri dan anak-analknya.

4. Izin untuk beristri lebib dari seorang tidak diberi-
kan oleh‘pejnbat apahila :

a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang
dianut Pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

b. tidak memenuhi synrqt altermatif sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (2) dan ketipga syarat kumulatif dalanm
ayat (3).

c. bertentangan dengan peraturan perundang-undsngan
yang herlalku,

d. alasan yang dikemukakaﬁ hdgtentangan dengan akal se-
hat dan atau

€. Aada kenungkinan mnengegmgeu pelaksanaan tugas ke- -

dinasan.
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Mengenai ayat 4 ini oleh Amrullah Arpan dikataksn
bahwa gyarat tambahan yaitu pada ayat 4 huruf 4 adalab
merupakan hal yang berlebihan, Bukankah sudah sesuai
denpgan akal yang sebat bila suami aksn melakukan kawin
lagi bila istrinya mendapat cacat badan atau menderita
penyakit yang tak dapat disembubkan atau tidak dapat me-

lahirkan anak.

Denikian dengan syarat tambabhan yvang ada pada hu-
ruf e dari ayat 4 pagal ini, tanpa dicantumlkannya syarat
ini sebenarnya seoréng pegawai negeri sipil tidak boleh
melalailkan tugasnya, Bukankah telah ada peraturan disi-
plin pegawai negeri sipil yang berupaya mencegabh kelalai-
an pegawai negeri tersebut. Dengan demikian terlepas dari

magalah apakah dia melakukan polygami atau tidak.52

Dari vraian di atas mengenail pasal-pasal yang ter-
tera pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tabhun 1983 khusus-
nya yang mengatur masalah poligami dapatlah disimpullkan
bahwa arti poligami menurut Peraturan Pemerintab tersebut
adalah seorang pria yang beristri lebih dari seorang wa-

nita.

Adapun prinsip dari peraturan pernerintab tadi adn~

.

1ah mencegab dan mempersulit adanys poligani nmneskipmm po-

ligami itu diperkenankan.

22434, , h. 10-11.
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Sehingga dengan demikian prinsip itu ssmn selkali tidak
Yerlawanmm dengan prinsip ymng ada pada hukum Islam
dan UU No. 1/1974, khususnya yang nengatur masalah po-

ligani.

3, Perbedaan Antara PP 10/1983 Dengan Hukum Islan

Sebagaimana telah saya singgung pada bab-bab
terdabulu bahwa titik berat yang sekaligus menjadi tu-
juan dari PP 10/1983 adalah untuk mneningkatkan dieiplin

pegawai negeri sipil,

Maksud dari tujuan tersebut adalab supaya pepga-—
wal negeri =sipil tidak akan terganggu dalam menjalankan

tugas kedinasannya,

Hal ini nampak pada pasal 4 (1) dari Peraturan
Pemerintab tersebut yang menghsruskan untuk izin terle-
bibh dabulu kepada pejabat atasmm bagl pegawai negeri si-

Pil yang akan berpoligani.

Jika kita telusuri dari sudut kaidah bukum Islam
tidaklah kita termukan ketentuan semacam itu.

Apabila seseorang dalan keadaan darurat dan dia
sangrup untul berlako adil maka dapatlabh nelakuksan poli-
gandi dengan batas maksimal empat‘orang. Pefnyataan ini
kita dapati pada surat An Nisa' ayat 3.

Dengan demikian bagi seorang pria yang hend=k me-
lakvkan poligami menurut hukum Islam tanpa harus minta
izin terlekih dahulu kepada pejabat atasannya dapatlab
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langsung berpoligami.

Dari ketentuan tersebut timbul pertanyaan apabila hu-
Tara Islam tidok mengatur maselah izin poligomi kepada pe jo-
bat atcsamya moka Tetentuan itu tidaldieh mungldn diterapkan
pade poegawai megerl sipil yang boragoms Islam?

Untulz mo'njawab pertanyecn itu, Ketua Pengadilan Agema
Surgbaya, memnjuk pada- keberadacn Peroturan Pemerintah No-
nor 10 Tabun 1983 dalam Lerangls hultum Nasional. Memmrut pen-
dapetiye, behwa Peratursn Pemerintsh Nomor 10 Tahun 1983 itu
berhubungen dpngo.n masaleh pendinghatan disipliil pogewgi ege-
ri sipil, Oleh karema itu peraturcn tersebut berlnitan dengan
Urdeng Undeng Nomor 8 Tahun 1974 yaitu Undeng-undeng tentang
Pokolt-pokolk XKepegawaian dan bulkan berkaitan dengan Undang Un-
deng Nomor 1 Tchun 1974, vaitu Undang Undang Perkewingn. Per-
aturan Pemorintah tersebut tidclk ade hubungannya dengan hulun
Islan den undeng-undang perkawinan, sehingge hulum Islem den
undang-undang perkewinan tidal olmn memﬁqm‘xasalahkan Tzeberada~
an izin poligami deri pejabat yang berwenang. Izin untult ber-
poligami Tepade pojabat atasanuya, bagi pegawai negeri sipil
itu adaleh merupslken masaleh intern pegawsi negeri sipil de-
ngan instancinya. Gleh karens itu setiap orang yang akan
mengajultan poligami di Pengadilan Agama Surobays, aken dite-
rimg don diputus tenpa dibedekan apakeh dia berstetus sebeogai
pégami negeri sipil atou bukan, Permchoman poligemi tersebut
aken dikabullken asallzan sudgh .dipemhj. persyar‘atan-persyarat-

an yang eda pads UU 1/1974 yo PP 9/1975. Di semping itu memang
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dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidek tordapat
satu pesalpun yang mengatur masalah fceterikato.n halzin dengan
peraturen ini. Dengan demilian haldm Pongadilan Agama Suraba-
yo tidek terikat oleh ketentuan-ketentusn yang cde ¢i delam
Peratursn Pemerintah Nomor 10 Telun 1983. Perunystoan tersoﬁut
didaserken pade pasal 4 (3) dari Undang-undang Nomor 1l Tebun
1970 baln&a Pengedilan Ageme delan hal merutus perfmara {:idarc
bisa teriltat oleh pihak-pihsl lain,

Dengen demiltian masalch izin kepade ctasan tersebut
tidakleh dipersoaclkan oleh Pengadilan Agama Surcbaya. Behkan
Ketua Pengedilan Agama berpe11da§ut bahwe tenpe admvu‘izin
deri pejabat atasanpun Poengadilan Agome berani ‘mengabulkan

permaohionan poligami. 23

Tompalaye Ketua Pengadilan Agame Surabaye tidak ingat

alon bunyl pesal 18 dari PP 10/1983 yaoitu Peraturean Pemerin-

tah inil tidale mengurangi ketentuan seboagoimans dimeksud da-
lam Undang-urdang Perkawinan Nomor 1 Tehun 1974 tentang Per-
kawinen (Lombaran Negara Téhun 1974 Nomor 1; Tambahan Lem-
baren Negora Nomor 3019), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Lahun
1975 tentong pelaksannzn Undang-undeng Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkavinan (Lembaran Negars Tahun 1975 Womor 12, Tam-
bahan Lembaran Negara Nomor 3050 dan vpengaturan perundzngan

laimyse.

55h'awancaru dongan Ketua Pongedilan fgama Surabays,
tanggal 5 Jomari 1987,

0 T 7

1 MILIX ’I
/ PER2LUS™ ATLANN
CTUNIVERGIFAS APLLANGGAT

SAWOA
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Apabila kita tetap nendasarkan pada persyaratan dari
Ketun Pengadilan Agamna tersebut di atas maka pegAwal negeri
sipil khususnya yang beragama Islam akan nenpﬂﬁppaﬁ sepele
dan sekaligus akan mengabaikan pasal-pagal yang ada pada
Peraturan Pemerintab tersebut. Dengan dendikian kemungkinan
nenerohbos dan menyinpangi ketentuan-ketentuan yang ada pada
PP 10/1983 khususnya yang menyangkut mésalah izin polipami
sangatlah dimungkinkan.

Adsmya kebharusan izin kepada pejabat atasan itu ne-
mang dalam sumber huwkunm Islam utama yaitu A1 Qur'an hadist
Nabi tidaklah lkita temukan, Dan apabila Al Qur'sn dan Hadist
Nabi tidak mengaturnya maka haruslab kita ingat pada sumber

bukun yang lain yaitu mashlahah mursalah.

Adapun yang dimaksud dengan mashlabhah mursalah adalabh
nenetapkan ketehtuan~ketentuan yang tidak disebut sama seka-
1li dalam Al Qur'an atau hadist Nabi atas pertimbangnn mnena-
rik kehaikan dan menolalk kerusakan dalam hidup masyarakat,
Dengan nenarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam hidup
masyarakat yaitu agar pegawai negeri sipil tidak mudah me-
Iakukan praktek kawin ceral, karena denéan kémudahan kawin
cerai akan memperburuk citra pegawail negeri sipil itu sendi-
ri. Dengan dendkian keberadaan izin ‘7011{*31‘11 terhﬂdap peja
bat atasammya menurut hemat saya wajlblah dipatubi.

Perbedaan pokek yang lain mengenai ketentuan poligami
menurut PP 10/1 983 dengan hukum Islam adalab terdapat pada

pasal 4 ayat 2 dari peraturan penerintah tersebut.
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Pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa pegawai negeri sipil wa-~
nita tidak diizinkan nenjadi istri kedua/ketiga/keenmpat

dari pegawal negeri sipil pria.

Kalau kita telusuri dari sudut kaidabh bukum Islan
maka dapat kita ketahui bahwa Islam memholebkan seseorang
kerpoligami dengsn batas maksinum empat orang dan dengan
syarat harus nARMpU bersikap adil terbhadap istri-istrinya.

Hal ini kita jJjumpail pada surah An Nisa' ayat 3.

Dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa antara 2
pemyataan tersebut di Aatas adalah saling bertentangan di
satu pihak melarang pads pibak lain membolebkan,

Bagaimana hal ini jika henar-benar terjadi pada pe-
gawal negeri sipil? Apékah dengan ketentuan yang ada pada
PP 10/1983 tersebut seseorang tidak akan bisa menikah, pa-

dahal antara keduanya saling mencintal?

Untulk menjawab pertanyaan ifu, kiranya perlu mnende-
ngar pendapat dari Arrullab Arpan habwa alasan bagi pela-
rangan bagl pegawal negeri sipil wanita wmenjadi istri ke~
dua/ketiga/keempat denpgan dasar agar suatu perkawinan ti-
dak mengganggu kelancaran tugas kedinasammya nungkin neru-—
pakan pencerninan dari orientasi "kgduduknn pegawal mehagai
aparat/alat negara", Oleh karenanya nilai efektif dan efi-

sien barus dipertahankan secara mutlalk dan berkemumglkinan
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besar akan menggeser nilai "pegawai sebagai manusia
yang utuvh, nanusia yang terdiri dari jiwa dan raga
yang mengbendaki pengembangan secara optimal,
Eksistensi manusia/beggwai nemeri sipil (walau dia wa-
nita) sebagai manusia yang utuh baruslab kita akui dan
kita tegakkan, Untuk.itu kemampuan penimpin/atasan/
manajer bharuslab bertumpu pada pandangan yang luas dan

nengakui nutlak dimensi dari bawahan yang diawasinya?“l

Pendapat tersebut kiranya perlu saya kaitkan de-
ngan pendapat Ketua Pengadilan Agama Surabaya, yang me-
nyatakan babwa Hakim Pengadilan Agana Surabaya tidalk
terikat dengan ada atau tidalk ‘adanya izin dari pejabat
atasan pegawal negeri sipil jika hend ak berpeligami,
sehingra hakim Pengadilan Agama bisa memutus pegawai
negeri sipil yang berpoligani dengan tanpa adanya izin
dari pejabat atasan.

Dengan demikian, beranjak dari dua penxd apat ter-
sebut di atas kiranya sceorang wanita yang berstatus se-
bagai pegawal negeri sipil jika hendak akan menikah de-
ngan pria yang juga berstatus sebagai pegawal negeri si-

Pil di mana wanita akan dijadikan istri kedua/ketiga/ke-
empat; maka akan bisa terlalksana, dengan denikian pada
akhirnya saya berkesimpulsn bahwa pasal 4 ayat 2 dari

PP 10/1983 menjadi tidalk efektif berlakunya.

55}"‘.‘Al:l:rull.il.ah Arpan, op.cit., h. 12,
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BAB 1V

KASUS POLIGAMI DAN PEMECAHANKYA

Setelah uraian tentang polipgami dalam hukum Islam,
UU 1/1974 dan PP 10/1983 serta pula pembahasan mengenai
syarat-syarat dan hatasan bagi seorang suani untuk melaku-
kan poligamni sebagaimana tervrail di atas maka selanjutnya
di dalam bab ini saya aksan mencoba menpgannlisa sehuah ka-

sug mengenal perrmohonan izin untuk melakukan poligami oleb

seorang suami ‘yang sekalipgus herstatus sebagai pepawai ne-
geri sipll, kepada Pengadilan Agama Surabaya sehingga ke-

nudian dapat diterima serta dikabullkan pernobhonan tersehut
dengan penetapan No,., 1118/1985 oleh Pengadilan Agana Sura-
baya.,
a). Duduknya perkara.
Sepasang suand dstri yang bermama Suyadi, suamil unuxr
33 tahun pekerjasn guru SDN Pacar Keling V/186 Suraba-
ya, alamat Deles III/8 Surabaya, telah mempunyai istri
yang hernama Ani Nurwati, vmwr 27 tabun, yang terbukti
dari svrat nikab yang dikeluvarkan olebh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Paciton tertanggal 1-2-10979 No. 574/
74/11/1.979.
Selana permilabammya telab dikarunisai scorsng anak.
Kemudian svani tersebhut telah menpgajukan permobonan,

vntuk menikah Lagi dengrm wanita yang bernama Harijawati

65
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vrur 27 tahun, yang bertempat tinggal di Jalan Tambal

Adi No. 36 Surabaya.

Berdasarkan hasil sidang Pengndilan Agama, pemo-

hon tersehut hertujuan untulk melakukan poligami dengan

alasmm~alasan sebagal berikut :

h).

1).

2).

3).

4).

5)

€).

7)-

Istri pemohon tidak dapat menFalankan kewajiban

'sebagai seorang istri karena tempat tinggalnya

herjauhan,

Perohon dengan Harijawati tersebut telah cukup
lama saling mengenal dan sepakat untulk menikah.
Hubungan antara penobon dengan calon istrinya
sudnb sedemikian rupa sebhingga untuk menghin-
dari bal-hal yang tidalk diinginkan, mnaka peno-
hon mengajukan permobonan ini,

Pemohon mempunyail penghasilan yang cukup uwntuk
menjanin keperluvan hidup kedusa orang istrinya,
Pemobon sanggup sepenuhnya wntul herlakuy adil
terhadap istri—istfinya dan anak-analknyn kelak,
Pemohon telah diberi izin oleh atasamnya untuk
dapat beristri lebih dari seorsng.

Istri yang telah dinikahinya (istri pertama)

tidak Iheherantan vntuk dimadu,

Pertimbangan bhakim Pengadilan Agama Surabaya.

Menurut pertimbangan hakim, alasan-alasan pemno-

hon untuk menikah lagi dengan memperhatikan pertin-
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bangan-pertinbangan hukum tersebut di atas telab neme-
nuhi syarat-syarat untule beristri lebih dari seorang.
Pertimhangan hakinm terutama didasarkan karena istri
penobon dengan sepenubnya menyetujui dan mengil jinkan
perohon untulk nenikah lagi, jugae hakin pengadilan Agana
dalam hal ini mengetahui bahwa calon istri pemohon te~
Lah bhamil 9 bhulan, schingga untuk segera menanggulangi
hal itu malka Penpgadilan Agama memberi ijin pemobhon un-
tuk beristri lebibh dari secorang, karena dikhawatirkan
nantinya pemnohon dapat secara terus menerus akan ter-
goda untulk melakukan perbuatan-perbuatan yang menjurus
ke pelanggaran-pelanggaran susila hubungan seks di luar

nilkah,

Alasan~alasan yang dinajultan pemohon oleh Peng-~

adilan Agana, dinilai telah nemenubhi syarat-syarat pa-

5}

al-pasal peraturan dam undang-umdmmg yang btersangkutan,
Sehingga kiranya dapat menmenubi apa yang dikehendaki
oleh Firman Allah SWT di dalam AL Qur'an surat An Nisa
ayat 3, Jjuga telah sesvai dengan keputusan Menteri Aga-
ma Nomor %5 tahunm 1979 tentang heaya perlara pada Badan
Peradilan Agana schingpa ternyatalal hahwa pemohon te-

Llah memenubi syarat-syarat yang telah ditentukan,

s
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c). Penetapan bakim Pengadilan Agama Surabaya.

.Setelah diadakan pertimbangmm-pertinbangan de-
ngan cernat dan geksana akhirnya termyatalah bahwa per-
nohonan yang diajulian oleh pemohon untuk melakukan po-
ligani dapatlah dilkabuvlkan dan ditetapkan pula bahwa,
beaya-heayn yang tinbul dalamn perkara ini dipikul oleh

pemohon,

d). Analisis.

Dalanm kasus tersebut di atas ternyatalah bahwa
permohonan izin wntuk melakukan poligami yang ddiajukan
oleh penohon yang hernama Suyadi dengan seorang wanita
yang bernmama Harijawgti, menvrut hakim Pengadilan Agama
Surabaya yang menetapkan perkara ini telah hennr-henar
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh un-

dang-undang yang berlaku,

Di depen sidang pemnobhon dan Harijawati, calon.

p N

Lstrinya telab nmenyatakan saling cinta mencintal satu

5]

ama lainnya dan ai antara keduanya tidak ada bhubungmn

apapun yang dapat menjadi halangan sahnya svatu perni-

kahan, scehingaa jelas terbukti hahwa pada diri pemohon,

henar-henar memenubhi syarat untul beristri lebih dari
scorang sehagaimana yang telah disyaratkan oleh undang-

mdang yang herlaku,
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Dalan kasus ini alasan pokok yang ddijadikan pe-
mohon wntuk berpoligami adalah karens istri tidnk dapat
nenjalankan kewajiban sehagaimann seorsng istri karena
letalnya berjauvhan, dan berilkut alasanealasan lainnya

seperti yang sudah saya sebutkan di atas.

Alasan-alasan tersehut menurut hemat saya adalabh
bersifat sangat unum sehingga tidak jelas unsur yang pa-

Ling pokolk yang menjadi sehab poligani tersebut.

Dari aspek hukum positif yaitu dari segi undang-
undang perkawinan (undanpg-undang Nomor 1 Tahun 1974) nam-—
paknya tidak memasalablan unspr batin dari istri penohon.
Sebab dapat dijadikammya indikasi permohonan tersebhut di-
kabulkan adalah karena adanya sebab kehamilan pada saat

pernohonan tersebut diajukan.

Hakin yang menyelesalkan masalah ini nampalnya ti-
dak dapat memilih altermatif lain selain mengabulkan per-
nohonan poligani tersehut. Karena hakinm memandang hahwa
antara penohon dengran Harijawati hubumpgannys sudsh sede-
nikian rupa schingma dikbawatirkan nantinya pemohon dapat

il

terus nmenerus akan tergoda untuk melakukan perbustan-per-
huatan yang menjurus ke pelanggaran-pelangaaran .susila,
bubuingan deks a4l luar nikah yang nantinya jelas akan meng-—
akibatkan hal-hal yang tidak diinginksn sehingga oleh ka-

renanya sudah selaysaknmya apabila permohonan pemohon terse-

hut di atas dikabulkan sebhagaimana agidah fikih yang ne-
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nyatalkan menghindari kerusakan-kerusakan bharusg didabhulue

kan daripada mencari kemashlahatan.

Pemobhon yaitu Suyadi adalan seorang yang hersta-
tus sebagal pegawail negeri sipil. Sebagainana kita sing-
gung pada bab-hal terdahulu bahwa menurut Peraturan Peme-
rintab Homor 10 Tahun 1983 kbhususnya pasal 4 ayat 1 menye-
putkan bahwa pegawai negeri sipil pria yang hendak berpo-

ligami, harus terlebih dahvlu minta izin kepada atasan-

nya.

Dalam kasus ini, ternyata pemohon sudah memenuhi
pasal tersebut, yang termyata dengan dikeluarkamnmya surat
pernyatamm mengdjinkan untulk berpoligami tertanpgeal 1 Ju-~
1i 1985 yang diketabui oleh Kepala Dinas P dan X Daerab

Prop. Tk, I Jatim.

Permohonsn kepada pejahat atasan tersebut telah di-
kabvulkan sehingpa pemohon tidak melangmar pasal 4 ayat L
tersebut di atas,

Pertimbangan pejabat atasan tersebut disehablan kaw
rena alasan pemohon yaitu karena istrinya tidak dapat men-
jalankan kewajibannya sebagai istri, Dan d4i sanping itu
karena calon istri kedus dari pemobhon telab handl sehingpn
untul nenghapus citra huruk dari pegawal negeri sipil texr-
sebut tidak ada jalan Lain selain untuk memberi izimnya.

Menvrut hemat saya jika perolehan izin dari pejahat

atasan ini, terutama yang berkenaan dengan sebab kehamilan
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nmgkin akan bissa dipergunakan oleh pegawai negeri si-
pil yang lain untul mencari jalan keluvar agar hisa mela-
ukan poligami, Jika tidak diberi igzin oleh atasannya.
Jelasnya penberian izin ini akan memberi contoh pada

pepawai negeri sipil lain,

Kalav kita lihat dari sisi bukum Islam itu sen-
diri dengan nendasarkan pada surah.Aﬁ Nisa' ayat 3 maka
poligami itu diperkenankan dengan syarat batas istri ha-
nya empat orang dan yang bersangkutan harus bisa berlaku

adil.

Syarat-syarat untuk berpoligami dalam hukum Islam
tidak diperinci sebagaimana dalam UU 1/1974 yo PP 9/1975,
hanya disebutkan barus bersikap adil itu saja. Sedangkan
adil yang diminta ialab adil dalan bal yang bersifat la-
hiriah saja, sedang dalan hal yanpg bersifat kecondongan

hati tidal merupakan keharusan.

Dengan adanya hal tersebut jika kita kembali pada
kasus tersehut di atas di mana si suami berjanji akan
sangprup untulk berlaku adil dan istri pemobon juga telab.
nenyetujui maksud suani maka dengan demilian tidaklah
akan menimbulkan permasalahan. Permasalahman yaﬁg ada se-
benarnya terletak pada calon istri kedus yang telah hamil

9 bulan tersebut.

Karena kita ketahui hahwa jika ada seorang wanita
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hercampur dengan laki-laki dengan tidak menikabh bhingga
bamil, maka dalam Al Qur'an atau hadist tidak ada satu-
pn ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut.

Oleb karena itu Ulama herselisih faham dalam hal ini.

Sebagian dari Ulama berkata tidak halal dikawin-
kan dia, walagpun kepada laki-laki yang menghamilkan dia.,
Lantaran wanita yang bamnil tidsk bolebh Adikawinkan melain-
kan sesudah ia hersnak karena firman Allah dalam surat
Ath Talag ayat 4 yang artinya wanita yang mengandung itu

iddabnya ialah apabila ia melabirkan kandungannya.

Oleh Imam Ibnu Quda'mab Al Magdasi meriwayatlkan
dalam Asy-Syarhul Xabier 7 : 502 yang mengambil dari satu
hadist sabith dari Rasulullab yang artinya Tidalk boleh

. . . . . . |99
dicampuri wanita hamil nmnelainkan seswdab in heranalk, 20

Pihak lain yang nembolehkan herkata babwa aynt,
badist tersebut adalah ditujulkan kepada wanits yang
nengandung dari orang laki-laki tetapi din akan kawin de-

ngan orang laki-laki Lain yang bukan nenghamilin a. o6

Dalam kasus tersehut ai atas, di mana pemohon

yaitu Suyadi yang telah nyata menghanili calon istrinysa

.

[
jié. Hasan, Soal-Jawab Tentang ﬂerbﬂgai Masalah
Agama, cet. VI, Diponepsoro, Bandung, 19s2, h,., LUSc.
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yang kedua dan kermudian oleh hakin Pengadilan Agama Qi-
kabulkan permohonannya adalah karena hakim berpendirian
dengan dikabullkamnya permohonan tersebut maka pemohon
akan tidak terus menerus herbuat bhal<hal yanpg di Luarv

batae keausilann,

Rupanya bakin Pengadilan Agama juga cenderung
herpendirian pada pendapat kedua sebagaimana tersehut

ai atas, bahwa wanita yang sedang hamil beleh dinikabi,
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BAB V

PENUTU P

1. Kosimgulan

Dari beberapa uraicn don pembahesan delm bab-bad
terdahulu, make kini gampeilash pada tahap untuk menarilk
beberepn Tezimpulan den selamligus memberilzan saran yang
erat seltli hubungaimmya dengan masalah yang dibahes.
Kesimp{zlan tersebut antars lain @ N
2). Sejak berlelkuye Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berarti
tentang perizewinan Khususmya delam masaleh poligami
telah digtur dalem suatu peraturan yang berleiu urum
bagi semud goiongan nasyarckat di Indonesia.

b). Poligami diatur dalam hulzum Islem, Undang-undang No-
mor 1 Tehun 1974 yo Peratursan Pemerintah Nomor 9
Tohun 1975 ‘dan dalam Peraturan Pemerinteh Nomor 10
Tahun 1983, yang diberlalulien husug bagi pegowail
negoeri sipil. '

¢). Asas dalem hulum Islem adalah monogami'. Poligami di-

perlrenankan delam eadaan daruret den memakse sebagai
rerkecualian. Asas monoganmi tersebut diamt oleh Une
dang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yo Peraturan Pemeri:n-
teh Nomor 9 Tehun 1975 maupun'oleh Peraturan Penerin-

tah Nomor 10 Tahun 1983, sohingge fetige peraturan

T4
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huloum .tersebut berugcha memporsulit den mencegeh ada-
nya pralktelk poeligomi.

d). Pegowaei negeri sipil yang aken melalmlficn peligemi ha-
rus memperoleh izin lebih dshulu deri pojabat yang
berwonang. Keharusan sdanys izin ini, menurut Xetua
Pongadilan Agama Surabaya tidek alan dipersocllman
oleh hakim Pengadilan Agame Surabays, sehingge pega-
wai negeri sipil yang monge julich clkan berpoligami tan-
po membawa surat izin deri pejabeat yang berwenang clkaon
diterime dan diputus olech Pengadilan Agoma Surabayn .

e). Apebila ditinjau deri hulcum Islam,. malka keberadaen izin
poligami tersebut merupaken suatu Reharusen yang harus
ditasti oloh pegawai negoeri sipil yang beragame Islom.
Hel ind didecenrkon pada sumber huI@n Islom yaitu macshe-

lahalh mursalah.

2. 3aran

Beranjalz dari koseluruhcn pembahcsen den behizan
sanpel pede kesimpulan says memandeng nerlu untul: memberi-
ltan geran-seron yong saye angged berguns bagl pelalsansaen
Peraturan Pemerintah Noemor 10 Talmn 1983,

&. lMelikat masih adanye Telemzhan-lelemohen yang ade pada’
Peraturan Pemerintoh tersebut Thususiye dalem hel ind
pescl L ayet 2 malee sebailnys periu reninjousn lebih

lenjut.
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L. Dengan adoanya lelemehen-kelemahan tersebut maka pe ja-
bat yang menjadi atesan dari pegewai negeri sipil ha-
ruslah bertumpu pade pardengen yang luas sehinggs ol
sistensi pegawai negeri sipil sebegei momcic yang

utuh tetaplah dialui den ditegaldian.
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Model Formulir t 8B,

SURAT PERNYATAAN MENGIJINKAN UNTUK MENGAJUKAN GEARMNK
MXMXTRARAR / PERMOHONAN BERISTERI LEBIH DARI SEORANG,

Sebagai pelaksanaan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Homor 10

tahun 1983, yang bertanda tangan dibawah ini, kami, :

N a m a MOCH.HODJOPARIT, BH,

.

Jabatan : Kepala Dinas P dan K Daorsh Prop.Dati I Jatim

NIP./ Karpeg : 510023623

tasan dari : BUYADIX

Instansi : Dinas P dan K Dnerah Prop., Dat{ I Jatim
Setelah mempertimbangkan surat permohonar; Saudara !

N a m a : 5U YA D1

Jabatan : Guru SDN. Pacar Keling V/186 Surabaya

NIP,/Karp.g : 130585779

instansi : Dep.Dik.Bud Kec. Tambakaari Surabaya-

Tanggal

menyatakan mengijinkan kepada pemohon untuk mengajukar grgmasresncogesan / per
zehonan beristeri lebih dari seorang *) kepada Pengadilan Agama di Surabaya.

Vemikian surat pernyataan ini dibuat sesuai dengan sumpah jabatan.

~==Sutgbaya, Q) - Jull - 1989

WPy
//Gﬁ“:_qfo ‘%

Y

e _.._...—-»-..........,‘

T MOCH. MODJOPAHIT, SR ' )

® 493 QUsTEUIRIIVNETPYOLEINOTARNGLS

NIP. 510023623,

J» Coret vang tidak vperlu.
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